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Indra Purbono Ishak, Nomor Pokok E 111 05 036, dengan judul Skripsi Peta 
Kekuatan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Tana Toraja Tahun 2010 
dibawah bimbingan Prof. Armin Arsyad M.Si Sebagai pembimbing I dan II. 
Yakub S.IP, M.Si Sebagai pembimbing II. 
 
ABSTRAK 
Perkembangan politik lokal sangat menarik untuk dicermati, mengingat 
selama masa pemerintahan otoriter kekuatan politik di luar negara ditekan. Peran 
Negara yang begitu kuat di masa lalu menyebabkan tidak memungkinkanya 
kekuatan-kekuatan politk diluar kelompok elit yang memerintah berpartisipasi dalam 
proses sirkulasi elit. Ketika transisi terjadi, Negara menjadi lebiih demokratis peluang 
partisipasi masyarakat, kelompok penekan, elit pemerintahan dan elit politik sangat 
terbuka dalam proses pergantian kekuasaan salah satu wujudnya dalam pemilihan 
kepala daerah langsung (UU no 32/2004). 
Bahwa di dalam penyelenggaraan pilkada tidak bisa dipungkiri terdapat peran 
dari beberapa individu, organisasi atau kelompok yang ikut serta nantinya dalam 
pelaksanaan pilkada Tana Toraja 2010. Mengenai kekuatan-kekuatan politik 
menjelang pilkada langsung yang akan mempengaruhi perilaku politik pemilih dalam 
memilih pasangan calon di kabupaten Tana Toraja merupakan hal yang menarik 
untuk diteliti. Hal ini mempertimbangkan bahwa Pertama, perbedaan tingkat 
pendidikan dan jenis pekerjaan pemilih yang berbeda-beda. Kedua, mengenai peta 
kekuatan-kekuatan politik pilkada lebih cenderung kepada mobilisasi massa yang 
terjadi dimana adanya individu dan kelompok-keolompok yang tergabung dalam tim 
sukses pasangan calon, tang sebelumnya terjadi kontrak politik ketika natinya 
pasangan calon tersebut memenangkan pemilihan. Latar belakang masalah dalam 
penelitian ini bahwa di dalam penyelenggaraan Pemilukada yang telah beriangsung 
terdapat peran dan beberapa individu dan organisasi atau kelompok yang ikut serta 
dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Tana Toraja. 
Penelitian ini berusaha mengkaji permasalahan tentang seberapa besar 
pengaruh  kekuatan-kekuatan politik lokal dalam penyelenggaraan Pilkada langsung 
tahun 2010 di Kabupaten Tana Toraja dalam memberikan sumbangsih suara Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang golongan kekuatan-kekuatan 
politik lokal dalam penyelenggaraan Pilkada langsung tahun 2010 di Kabupaten Tana 
Toraja.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian studi kasus, 
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dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis 
data kualitatif. Analisa data kualitatif digunakan untuk mengetahui secara mendalam 
tentang golongan kekuatan-kekuatan politik lokal dalam Pemilukada langsung Tana 
Toraja dan peranan kekuatan elit lokal dalam memberikan sumbangsih suara. Jenis 
kekuatan-kekuatan politik yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah partai politik, 
tokoh masyarakat media massa, dan birokrasi dalam hal ini pegawai negri sipil.  
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa dalam proses 
pelaksanaan Pemilukada Langsung di Kabupaten Tana Toraja, para kandidat didukung 
oleh kekuatan-kekuatan politik tingkat lokal. Kekuatan politik itu terbagi atas : Partai 
Politik, Tokoh Masyarakat Media Massa dan Birokrat. Adanya patronase elit lokal yang 
berpengaruh dan terlibat dalam pemilihan Kepala daerah di kabupaten Tana Toraja 
ternyata mengambil peranan dan pengaruh yang sangat penting,. Secara praktiknya, 
dalam sirkulasi elit di Kabupaten Tana Toraja elit yang memegang peranan lebih 
dominan adalah partai politik, karena mampu mewakili seluruh kekuatan politik yang 
ada. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, 
masih dalam taraf perkembangan mengenai sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai 
tafsir:an serta pandangan1. Demokrasi di Indonesia memberikan otomomi yang luas 
kepada warga Negara tercermin dari adanya upaya untuk membawa individu itu 
terlibat secara langsung di dalam proses politik2. Fenomena politik yang telah terjadi 
berupa Pemilhan Kepala Daerah Langsung Tahun 2010 serempak yang di 
selenggarakan di 244 daerah, yang terdiri dari tujuh provinsi dan 237 kabupaten/kota 
di Indonesia.3
Pemilhan umum kepala daerah (Pemilukada) secara langsung dilaksanakan 
berdasarkan keputusan politik UU nomor 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan 
Daerah yang memuat ketentuan tentang Pemilhan Daerah secara langsung
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1 Budiarjdo Miriam, Dasar-dasar llmu Politik (edisi revisi).Jakarta, PT. Gramedia Pustaka   Utama.2008;Hal 106 
2 Marijan Kacung, Demokratisasi Di Daerah, Surabaya, Pustaka Eureka, 2006; Hal 40 
3 http:// Kampanye Damai Pemilu Indonesia. net 
4 UU no.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
. 
Pemilukada secara langsung merupakan desain kelembagaan yang dimaksudkan 
untuk memperbaiki kualitas Demokrasi di daerah. Gagasan utama dari Pemilukada 
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memang ideal, dimana rakyat di tingkat lokal dapat berpartisipasi menentukan sendiri 
pimpinan daerahnya. 
Pada perkembangan berikutnya sebagaimana diintroduksi dalam UU no. 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur adanya calon perseorangan (dikenal 
dengan calon independen) dapat ikut dalam Pemilu kepala daerah setelah melalui 
proses persyaratan tertentu5
Pelaksanaan pemilukada atau masa pemilihan bupati/wakil bupati di daerah 
(provinsi/kabupaten), warga masyarakat, yang sudah punya hak untuk terlibat di 
dalam pemilukada, jadi sasaran perebutan oleh kekuatan politik seperti partai politik. 
. Dibukanya kesempatan bagi calon perseorangan 
merupakan akomodasi temadap sistem yang motivasinya adalah untuk melibatkan 
semua komponen dalam masyarakat termasuk tokoh yang tidak kebagian kendaraan 
politik yang berasal dari partai politik dan kekuatan sosial pendukung. 
Serentaknya Pemilihan Umum Kepala Derah di 11 kabupaten/kota di 
Sulawesi Selatan pada 23 Juni 2010 berlangsung dinamis. Dikarenakan banyaknya 
partai politik yang muncul pada pemilu yang lalu sehingga menimbulkan adanya 
koalisi partai di Pemilukada, dan dibolehkannya calon perseorangan atau tanpa 
menggunakan kendaraan parpol, asal memenuhi 20 ribu dukungan yang dibuktikan 
dengan pengumpulan KTP. 
                                                          
5 Wahidin Samsul, Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008;           
Hal  28 
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Kekuatan politik yang bertarung memenangkan pemilukada tak punya pilihan lain, 
selain menciptakan kondisi terbaik dan menarik untuk merebut hati warga masyarakat 
yang akan memilih. 
Ideologi partai yang sangat terbuka, baik itu atas dasar agama, etnik, golongan 
maupun identitas kelompok, bagaimanapun telah membuka ruang pertarungan politik 
yang lebih besar dalam konteks politik kekuasaan khususnya dalam Pemilukada 2010 
Tana Toraja yang lalu. Partisipasi masyarakat dalam pergantian Bupati Tana Toraja 
memang berbeda-beda, ada yang sebagai kelompok pendukung, sebagai kelompok 
oposlsi, maupun sebagai kelompok netral yang mencoba untuk mengawasi proses 
sirkulasi elit. Tak jarang juga masyarakat digunakan sebagai alat kepentingan dalam 
proses politik. 
Fenomena pemilihan kepala daerah di Tana Toraja yang lalu membahana di 
mana-mana. Hampir di setiap sudut wilayah, misalnya kita akan menjumpai atribut 
seperti baliho dan spanduk yang mewakili para kandidat dengan nuansa yang sangat 
promosif. Di media cetak, khususnya surat kabar lokal pun terdapat iklan para calon 
bupati dan pasanganya disertai dengan janji-janji politik mereka, disebutkan ada 
enam pasang kandidat yang  bertarung memperebutkan kursi "panas" di kantor Bupati 
Tana Toraja yang telah ditetapkan oleh KPU adalah Victor Datuan Batara - Rosina 
Palloan (Demokrat dan Partai Republikan), Yunus Kadir - Yansen Tangketasik (PKS, 
PPDI, Hanura dan PAN), Theofilus Allorerung -Adeiheid Sosang (Golkar), Cosmas 
Sampe Birana - Daniel Tonglo (Cosmas - Daniel) merupakan calon independent, 
Yohanis Embon Tandipayuk - Ophirtus Sumule (PDK dan PDS), Nicodemus 
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Biringkanae -Kendek Rante (Partai koalisi, seperti PPD, PKPI, PKPB, Gerindra, 
PPRN, PIB, PDIP, PNIM, Barnas, PNBK, dan PDP). Keenamnya memiliki 
keuggulan masing-masing, di atas kertas. Dikatakan bahwa Parpol boleh jadi dapat 
menjadi mesin politik yang efektif untuk memenangkan pemilihan, kemenangan 
calon sangat dipengaruhi oleh komitmen dari konstituennya untuk secara ideologis 
memilih calon yang diusung oleh partai bersangkutan. dalam satu kondisi Parpol bisa 
menjadi kekuatan jika didukung dengan manajemen tim sukses yang baik dan mampu 
mempopularkan calon sehingga mampu mendongkrak suara. Salah satu contoh bukti 
tentang hal ini Golkar sebagai partai politik pemenang Pemilu legislatif 2009 yang 
mendapat 19.50 persen suara, mengusung Theofilus sebagai bupati dari kalangan 
birokrasi yang berpengalaman, namun kurang dikenal di pemilih Tana Toraja mampu 
mendongkrak popularitasnya di mata pemilih.  dan mampu memenangkan pemilihan 
mencapai 32.69% dalam konteks pemilihan Kabupaten Tana Toraja , jika kita 
berpedoman bahwa Parpol akan berpengaruh terhadap perolehan suara. 
Nama-nama kandidat Ini oleh tim sukses masing-masing sudah 
disosialisasikan ke para calon pemilih di seluruh pelosok daerah Tana Toraja. Proses 
pemilukada sebagai suatu mekanisme politik untuk menggantikan kepala daerah 
merupakan suatu keniscayaan dalam demokrasi prosedural. 
Melihat pertarungan politik pada pelaksanaan Pemilukada Tana Toraja semua 
kandidat telah mempersiapkan strategi politiknya dalam memenangkan pemilu kepala 
daerah. Salah satunya dalam mendekati figur-figur yang dianggap memegang peranan 
sentral dalam masyarakat (Tokoh adat dan tokoh agama). Seperti pada pemilu 
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sebelumnya faktor ketokohan dalam masyarakat kerap menjadi suatu cara untuk 
mendongkrak popularitas pasangan kandidat. 
Dalam kultur masyarakat Tana Toraja, ketokohan masih merupakan syarat 
utama menjadi seorang pemimpin yang dihormati pada masyarakat, dimana 
ketokohanya masih mempunyai pengaruh di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, tidak 
heran bila semua pasangan kandidat dan tim sukses melakukan berbagai pendekatan 
dan strategi untuk mempengaruhi opini sang tokoh, dengan harapan tokoh tersebut 
akan menggunakan pengaruhnya untuk memilih sang kandidat. Sebagaimana halnya 
yang dilakukan oleh pasangan Theofilus – Adelheid dalam mendekati Persatuan 
lembaga Adat Tana Toraja sehingga memberikan dukunganya terhadap pasangan ini 
Pola-pola ini merupakan pola-pola umum yang digunakan oleh semua kandidat dalam 
bursa politik kepala daerah di Tana Toraja. Sejauh ini, pola komunikasi tradisional 
masih menjadi pilihan strategi dominan oleh para kandidat dan tim sukses. tokoh 
keagamaan dan tokoh adat merupakan sasaran kampanye paling strategis. 
Selain tokoh masyarakat, para kandidat juga berupaya melakukan pendekatan-
pendekatan personal untuk memperoleh dukungan dari kelompok kepentingan lainya 
yang tersebar di Tana Toraja seperti kelompok petani dan pedagang terlihat adanya 
beberapa kandidat kepala daerah yang melakukan pendekatan pada beberapa elemen-
elemen yang ada di masyarakat seperti halnya Pasangan Embon dan Ophirtus 
berupaya melakukan pendekatan terhadap kelompok petani dan peternak yang 
menjadi profesi mayoritas di Tana Toraja dengan melakukan penyuluhan terhadap 
beberapa asosiasi petani dan peternak Tana Toraja dengan mengupayakan bibit 
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unggul yang akan diberikan pada petani dimana merupakan salah satu strategi dari 
pasangan ini pada Pemilukada yang lalu. Adapun upaya yang dilakukan pasangan 
lain seperti halnya, Yunus Kadir-Jansen untuk meraup dukungan masyarakat, 
pasangan ini berusaha mendekati kelompok pengusaha industri kecil dan pedagang. 
Kelompok-kelompok ini dapat memberikan suara langsung terhadap kandidat baik 
secara sukarela maupun karena adanya kepentingan. 
Masing-masing kandidat mengerahkan massanya untuk memamerkan 
kekuatan mereka. Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil semakin memanaskan perebutan 
kursi Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilukada di Kabupaten Tana Toraja Tahun 
2010. Pegawai Negeri Sipil tidak lagi netral, hampir semua Pegawai Negeri Sipil 
menjadi pendukung salah satu kandidat tertentu karena tenaga honorer yang 
diusulkan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil tersebut  dijamin untuk secepatnya 
diangkat jadi calon Pegawai Negeri Sipil jika pasangan tersebut memenangkan 
pemilukada Kabupaten Tana Toraja. Tidak hanya itu persaingan perebutan wilayah 
basis massa juga terjadi. Para kandidat menyampaikan janji-janji politiknya untuk 
kesehjahteraan rakyat pada setiap daerah untuk mendapatkan simpati dan sebagainya 
jika kandidat tersebut terpilih 
Selain figur ketokohan, organisasi atau kelompok yang ada di masyarakat, 
serta keterlibatan pegawai negeri sipil, penggunaan media massa untuk kepentingan 
kampanye bisa dikatakan masih sangat terbatas. beberapa kandidat mengiklankan 
dirinya di internet dan koran lokal di Tana Toraja. Sebagai agen politik, media bisa 
melakukan proses pengemasan pesan dan proses inilah yang sebenarnya membuat 
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sebuah peristiwa atau aktor politik memiliki citra tertentu. seringkali sangat efektif 
untuk menaikkan pamor atau menghancurkan pamor kandidat bupati dan wakil bupati 
Seperti halnya yang dilakukan oleh pasangan theofilus dan Adelheid menggunakan 
salah satu surat kabar local Tana Toraja, yaitu Kareba dalam melakukan Pencitraan 
politiknya. Melihat dari intensitas berita yang dimuat surat kabar local yang ada, 
terlihat adanya kecenderungan pemberitaan terhadap pasangan ini secara intensif 
dibandingkan dengan surat kabar local Toraja Pos pada  pemilukada Tana Toraja 
2010. 
Fenomena yang masih terus ada di setiap pemilihan umum yaitu masyarakat 
Tana Toraja lebih cenderung melihat dari segi primordial, yakni melihat calon dari 
daerah yang sama atau kharisma dan wibawa dari keturunan keluarganya, bisa terlihat 
dari daerah di Tana Toraja yang memiliki 19 kecamatan sudah dipetakan garis tebal 
sebagai wilayah kantong suara masing-masing kandidat (elit politik local yang 
bertarung). Pemetaan kantong suara tersebut dipertegas dengan terbaginya zona 
linkungan masyarakat sebagai wilayah sang kandidat, ini dapat terlihat dari berbagi 
spanduk dan baliho yang terpasang di jalan-jalan umum yang mengindikasikan 
bahwa kawasan tersebut adalah bagaikan milik seseorang kandidat. 
Ideologi partai yang sangat terbuka, baik itu atas dasar agama, etnik, golongan 
maupun identitas kelompok, bagaimanapun telah membuka ruang pertarungan politik 
yang lebih besar dalam konteks politik kekuasaan. Partisipasi masyarakat dalam 
pergantian elit di tingkat lokal memang berbeda-beda, ada yang sebagai kelompok 
pendukung, sebagai kelompok oposisi maupun sebagai kelompok netral yang 
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mencoba untuk mengawasi proses sirkulasi elit. Tidak jarang juga masyarakat 
digunakan sebagai alat kepentingan dalam proses politik.. Namun dukungan politik 
masyarakat seringkali berubah tujuan, bukan lagi sebatas partisipasi politik yang 
murni, tetapi kadangkala berubah menjadi pola dukung-mendukung yang akhirnya 
menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal antara elit dengan elit, elit dengan 
massa dan massa dengan massa, karena kepentingan yang berbeda-beda. 
Adanya polarisasi kepentingan politik antar elit politik lokal, kekuatan politik 
maupun intra kekuatan politik, mengakibatkan konflik dalam perebutan jabatan-
jabatan politik seperti seperti halnya yang terjadi juga di Tana Toraja.  Rivalitas 
politik seperti itu, bukanlah semata-mata perbedaan persepsi melainkan sekaligus 
menunjukan, perbedaan kepentingan antar elit politik dan kekuatan politik dalam 
memperebutkan sumber-sumber kekuasaan di tingkat lokal melalui pemilukada . 
Puncak eskalasi konflik terjadi pada saat penetapan hasil pemilukada. Kantor 
KPUD Kabupaten Tana Toraja menjadi sasaran kemarahan massa pendukung dari 
kandidat yang tidak menerima hasil pemilukada. Isu utama yang muncul adalah 
terjadi kecurangan dalam proses pemlukada dan adanya penggelembunga 
Dengan banyaknya masyarakat Tana Toraja yang merupakan pemilih 
potensial, maka tidak salah bila para pasangan kandidat itu berjuang keras untuk bisa 
mendapatkan dukungan mayoritas. Apalagi pada pemilukada di Tana Toraja 
merupakan kali pertama ditetapkanya calon perseorangan sehingga membuat pesta 
demokrasi di Tana Toraja semakin dinamis. Para kandidat Kepala Daerah masing-
masing memiliki cara yang jitu dalam mendekati kekuatan politik di daerah sebagai 
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basis suara sehingga dapat memperoleh kemenangan. Dengan mengambil tolak ukur 
pada pemilhan Presiden dan Gubernur yang lalu, dimana peranan kekuatan politik 
sangat berperan dalam meraup suara pasangan calon kandidat telah mempersiapkan 
strategi politiknya, untuk berlomba-lomba dalam meraih kekuatan politik ini. 
Melihat fenomena diatas, maka dirasakan periu untuk mengkaji sebuah 
penelitian tentang "Peta Kekuatan Politik Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepaia 
Daerah Tana Toraja tahun 2010” termasuk di dalamnya menelusuri secara ilmiah dan 
individu dan kelompok-kelompok sebagai basis kekuatan politik pasangan calon 
dalam mempengaruhi masyarakat (hak politik). Dengan mengedepankan sikap 
netralitas sebagai peneliti dalam menganalisis fenomena yang ada. 
 
B. Rumusan Masalah 
Dengan memperhatikan untuk perlunya mempersempit wilayah penelitian ini, 
maka peneliti akan membatasi pertanyaan yang akan dijawab oleh penelitian ini pada: 
Bagaimana peta kekuatan politik pada Pemilihan Kepala Daerah Tana 
Toraja tahun 2010? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, maka penelitian 
ini di maksudkan bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peta kekuatan 
politik pada Pemilihan Kepala Daerah Tana Toraja tahun 2010.  
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D. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan untuk beberapa 
kepentingan, yaitu: 
1. Manfaat akademik 
  a. Hasil dari penelitian ini nanti diharapkan dapat memberikan   
konstribusi dan menambah nuansa pada literatur-literatur ilmu 
politik, terkhusus tentang kekuatan-kekuatan politik lokal sebagai 
bahan untuk kajian yang lebih lanjut. 
 b.  Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi literatur 
yang bermanfaat bagi peneliti-peneliti berikutnya yang juga akan 
meneliti tentang kekuatan-kekuatan politik lokal. 
 
2. Kegunaan praktis 
     a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah,     
partai-partai politik serta elit- elit politik lokal dalam membuat dan 
menyusun kebijakan pemerintah serta strategi partai politik. 
 b.  Menjadi bahan pendidikan politik untuk masyarakat luas tentang     
peta kekuatan poltik dan juga konflik antar kekuatan politik  
mejelang Pemilihan Kepala Daerah Tana toraja tahun 2010.   
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Sehubungan pembahasan sebelumnya, maka bab II ini lebih memperjelas dari 
aspek teoritis. Secara konseptual akan dijelaskan beberapa pegertian yang disertai 
dengan pendapat dari para ahli yang memiliki hubungan dengan pokok bahasan serta 
hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang meliputi pengertian 
kekuatan politik, jenis-jenis kekuatan politik, konsep Pemilihan Umum Kepala 
Daerah Secara Langsung, kerangka pikir, dan terakhir skema kerangka pikir. 
 
A. Konsep Peta Kekuatan Politik 
Peta secara umum diartikan sebagai gambaran mengenai keterkaitan pola 
hubungan sosial politik yang terdapat di suatu daerah. Kalau itu menyangkut peta 
politik akan meliputi antara lain gambaran wilayah, medan, situasi dan kondisi politik 
tertentu. pada wilayah dimana politik itu beroperasi. Berbeda dengan peta dalam 
artian leksikal, peta politik berlangsung sangat dinamis, mengalami pasang surut 
sesuai dengan situasi dan kondisi politik yang ada dan terjadi pada wilayah politik itu. 
Untuk memperoleh pengertian yang jelas, maka penulis mengemukakan secara 
defenisi mengenai pengertian kekuatan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 
kata dari "kekuatan" berasal dari kata aslinya yakni kuat adalah banyak tenaga, daya, 
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keras, usaha, dan mempunyai keunggulan. Sedangkan "Kekuatan" diartikan sebagai 
tingkat kesatuan yang diinginkan.6
Selanjutnya definisi dari kata "politik" menimbulkan beraneka ragam akan 
definisinya. Kata politik berasal dari kata Yunani "polis" adalah kota yang berstatus 
Negara/negara kota. Seperti yang dikemukakan oleh Arifin Rahman bahwa politik 
adalah segala aktivitas yang dijalankan oleh Polis untuk kelestarian dan 
perkembangannnya disebut "politeke techne”/politika
 
Walaupun "kekuatan" dan "kekuasaan" sering dipakai dalam arti yang sama, 
namun sebagian besar analis menganggap kekuasaan sebagai konsepsi yang lebih 
luas dan melihat kekuatan sebagai suatu bentuk kekuasaan yang lebih dalam dengan 
berbagai aspek yang mendukungnya. 
7
Berdasar pengertian di atas maka, politik pada hakekatnya "the art and science 
of government" atau seni dan ilmu memerintah. Sedangkan pengertian politik 
menurut Miriam Budiarjo adalah segala aktivitas yang dilakukan dalam suatu sistem 
politik atau negara yang berkaitan dengan proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem 
itu, disamping bagaimana cara mewujudkan tujuan-tujuan tersebut
 
8
                                                          
6 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. Balai  
Pustaka.1991 
7 Rahman, Arifin. Sistem Politik Indonesia: Daiam Perspektif Struktural Fungsional. Surabaya. 2002 
8 Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta, PT Gramedia. 2002. Hal 3 
. Politik dapat 
diartikan sebagai aktifitas-aktifitas atau kegiatan-kegiatan. Satu ungkapan populer 
menyatakan "Everything is political" (Tiap-tiap tindakan adalah sifatnya politis) 
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menunjukkan makna tersebut.Tetapi pernyataan ini, tidak memberikan batasan 
pengertian mana tindakan politik, dan mana yang bukan tindakan politik. 
Mencermati perbedaan pendapat dalam defenisi politik, Miriam Budiarjo 
berpendapat bahwa perbedaan itu disebabkan para cendekiawan cenderung 
meneropong hanya dari salah satu unsur politik. Kemudian unsur tersebut 
dibelakukan sebagai konsep pokok yang dipakai untuk meneropong unsur-unsur 
lainnya. Konsep-konsep yang dimaksud adalah; negara, kekuasaan, pengambilan 
keputusan, kebijaksanaan, pembagian atau lokasi. 
Mengamati suatu tindakan yang sifatnya politis.maka harus mencakup proses, 
dimana sekelompok manusia menggunakan kekuatan atas orang lain atau berusaha 
agar ideologinya berlaku pula atas orang lain itu. Selain itu ada pula ungkapan 
menyatakan : Politik adalah perjuangan mengangkat penguasa yang berfungsi 
menetapkan kebijaksanaan pemerintah. Walau arti ini telah menunjukkan arti yang 
berbeda antara aktifitas politik dan nonpolitik, tetapi belum menyentuh sasaran secara 
tuntas kegiatan-kegiatan yang non-pemerintah. 
Tingkat kesatuan politik yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat pada 
hakikatnya mencerminkan kaitan antara lembaga politik dan kekuatan-kekuatan 
sosial yang membentuknya. Kekuatan sosial adalah kelompok etnis, keagamaan, 
tentorial, ekonomis atau status. Pada dasarnya modernisasi melibatkan peningkatan 
jumtah dan penganekaragaman kekuatan sosial di dalam masyarakat. Tetapi suatu 
organisasi politik ialah suatu sarana peraturan untuk mempertahankan kekuasaan, 
menyelesaikan perselisihan memilih tokoh-tokoh pimpinan yang memiliki wibawa. 
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Sehingga dapat ditarik kesimpulan akan arti dari kekuatan-kekuatan politik adalah 
suatu komunitas atau kelompok (organisasi) baik formal dan non-formal yang mampu 
memberikan pengaruh kepada masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik. 
 
B. Jenis-jenis Kekuatan Politik 
1. Partai Politik 
Partai berasal dari bahasa Latin 'partire' yang bermakna membagi. Menurut 
Prof Miriam Budiardjo. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir 
yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. 
Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoieh kekuasaan politik dan merebut 
kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan 
kebijakan-kebijakan mereka.9
Menurut J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang 
terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan 
terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini 
memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil maupun 
materil.
 
10
Menurut R. H. Soltau, partai politik adalah sekelompok warga Negara yang 
sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan 
 
                                                          
9 Ibid Hal 161 
10 Ibid Hal 161 
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dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih ataupun bertujuan menguasai 
pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.11
Menurut Sigmund Neumann dalam karangannya Modern Political Parties 
mengemukakan, partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang 
berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan 
rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain 
yang mempunyai pandangan yang berbeda.
 
12
Untuk memudahkan pemahaman mengenai partai politik atau setiap 
organisasi terkategori sebagai partai politik, apabila: Pertama, terwujud dalam 
identitas, dapat berupa nama, bendera dan yang terpenting ideologj yang menjadi 
dasar nilai bagi pedoman dan aktivitas partai politik; Kedua, ketika sekelompok 
orang-orang bergabung tentunya bukan sekedar kumpulan biasa, tetapi sebagai 
 
Dalam sistem kepartaian Indonesia yang ada.pada umumnya partai politik 
dapat digolongkan dalam beberapa kelompok antara lain, pertama aliran nasionalis 
misalnya partai Demokrat, PDIP, Partai Hanura, Partai Gerindra, dsb. Kedua aliran 
agama misanya Partai Kebangkitan Bangsa, PAN, Partai Keadilan Sejahtera, 
Partai Damai Sejahtera dsb. Ketiga, aliran partai local dimana hanya di khususkan 
untuk daerah Aceh misalnya Partai Bersatu Aceh (PBA), Partai Daulat Aceh 
(PDA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA). 
                                                          
11 Ibid. Hal 161 
12 Miriam Budiardjo. Dasor-Dasar llmu Politik (edisi revisi), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,  
2008, hal 404. 
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kelompok yang terorganisasi, artinya mereka membentuk asosiasi yang memenuhi 
syarat-syarat organisasi; Ketiga, keberadaan partai politik diakui memiliki hak 
oleh sebagian besar masyarakat untuk mengorganisasikan dirinya, sekaligus 
mengembangkan dirinya dengan berbagai aktivitas. Secara sederhana, partai 
politik bisa mengatasnamakan kelompok masyarakat tertentu yang merupakan 
pendukung atau anggota-anggotanya; Keempat, partai politik berupaya 
mengembangkan aktivitas-aktivitas melalui mekanisme kerja yang mencerminkan 
pilihan rakyat. Partai politik dalam berbagai kegiatan, bekerja berdasarkan prinsip 
representative government atau pemerintah yang mencerminkan pilihan rakyat. 
Hal ini dimungkinkan oleh keberadaan partai politik yang harus selalu 
berhubungan dengan rakyat. Dengan posisi seperti ini, partai politik diharuskan 
mengembangkan mekanisme hubungan yang aspiratif, responsif, dan partisipatif 
terhadap rakyat terutama pendukungnya sehingga apapun yang menjadi aktivitas 
politik partai merupakan gambaran suara rakyat; Kelima, aktivitas inti partai 
politik adaiah melakukan seleksi bagi rakyat, baik dari kalangan partai politik yang 
dipilih sebagai kandidat untuk menduduki jabatan-jabatan publik dalam 
pemerintahan.13
Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan 
guna mewujudkan program-program yang di susun berdasarkan kepentingannya. 
Berikut ini dikemukakan sejumlah fungsi partai politik, sebagai berikut: 
 
                                                          
13 Budi Suryadi. Kerangka Analisis Sisitem Politik Indonesia, IRCiSoD, Yogyakarta, 2006, hal 57. 
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•   Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik 
•   Partai politik sebagai sarana komunikasi politik 
•   Partai politik sebagai sarana rekruitmen politik 
•   Partai politik sebagai sarana pengatur konflik 
 
2. Kelompok Kepentingan 
Secara fundamental memang ada perbedaan antara partai politik dan 
kelompok kepentingan, Partai politik senantiasa aktif mencari, mengajukan serta 
memilih calon-calon pemegang jabatan resmi dalam pemerintahan mengambil 
peranan dan tanggung jawab dalam mengatur negara, membuat sekaligus 
memaksakan berlakunya kebijaksanaan umum, dan jika sudah tidak berkuasa lagi, 
partai yang bersangkutan akan mengambil alternatif lain yang biasanya berperan 
sebagai pengecam kebijaksanaan pemerntah yang berkuasa. Sedangkan kelompok 
kepentingan tidak mengemban berbagai tanggung jawab seperti yang ada pada 
partai politik tersebut. Aktivitas kelompok kepentingan umumnya menyangkut 
tujuan-tujuan yang lebih terbatas, dengan sasaran-sasaran yang monolitis, serta 
dengan intensitas usaha yang tidak berlebihan. 
Sebagai kelompok yang berbeda dengan partai politik, kelompok 
kepentingan bisa menghimpun ataupun mengeluarkan dana dan tenaganya untuk 
melaksanakan tindakan-tindakan politik yang berada diluar tugas partai. Upaya 
warga negara untuk mengartikulasikan segala kepentingannya inilah yang sering 
dikenal dengan istilah kelompok kepentingan. Setiap warga negara mengakomodir 
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kepentingannya dalam sebuah kelompok-kelompok yang bertujuan untuk 
mempengaruhi kebijakan pemerintah 
Miriam Budiardjo menyebutkan:Partai politik juga berbeda dengan 
kelompok penekan (pressure group) atau istilah yang lebih banyak dipakai dewasa 
ini, kelompok kepentingan (interest group).14
Ada beberapa definisi kelompok kepentingan dan para ahli politik, sepert 
Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa kelompok kepentingan adalah sejumlah 
orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan atau tujuan, yang 
sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan.
 
15
Derbyshire mengatakan, kelompok kepentingan sebagai suatu organisasi 
yang didirikan untuk mewakili, mempromosikan dan mempertahankan sebuan 
kepentingan tertentu/sekumpulan kepentingan.
 
16
Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan sejumlah ahli politk 
tersebut, bisa ditarik beberapa substansi pemahaman konsep kelompok 
kepentingan. Pertama, setiap kelompok kepentingan merupakan sekumpulan orang 
yang mengorganisasikan dirinya atas nama satu atau lebih kepentingan tertentu 
yang diperjuangkan. Kedua, adanya kepentingan yang sama, menyatukan 
sekelompok orang untuk bergabung membentuk satu organisasi dengan nama 
 
                                                          
14 Budiardjo, Miriam. Opcit. Hal 162 
15 Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami llmu Politik. Gransindo, Jakarta. Hal 109 
16 Suryadi, Budi. Kerangka Analisis Sisitem Politik Indonesia, IRCiSoD, Yogyakarta, 2006. Hal 47 
  
 22 
tertentu. Ketiga, setiap aktivitas kelompok kepentingan, selalu bergandengan 
dengan isu publik yang ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. 
Jadi, keberadaan kelompok kepentingan, otomatis dengan eksistensi suatu 
pemerintahan dalam sistem politik. Keempat, setiap aktivitas yang dilakukan 
kelompok kepentingan, akan mengatasnamakan masyarakat, mengingat fungsinya 
sebagai artikulator (mengartikulasi) atau pemilah kepentingan-kepentingan dalam 
masyarakat dan mengubahnya menjadi tuntutan yang akan ditujukan pada 
pemerintah atau melalui Iembaga lain seperti partai politik. Kelima, aktivitas 
kelompok kepentingan tidak ditujukan untuk memperoleh jabatan publik, tetapi 
lebih pada upaya partisipasi politik atau berusaha mempengaruhi kebijakan yang 
diambil pemerintah. Keenam, adanya berbagai variasi atau tipe kelompok 
kepentingan artinya tidak memiliki bentuk tunggal, tergantung dari perbedaan 
karakteristik keorganisasian dari kelompok kepentingan. 
Gabriel A Almond (1993) menyebut kelompok-ketompok kepentingan 
berbeda-beda antara lain dalam hal struktur, gaya, sumber pembiayaan, dan basis 
dukungannya; dan perbedaan-perbedaan ini sangat mempengaruhi kehidupan 
politik, ekonomi, dan sosiai suatu bangsa. Ada 4 (empat) klasifikasi keiompok-
kelompok kepentingan, antara lain:17
 
 
 
                                                          
17 Almond dalam Suryadi, Budi. Opcit. Hal 48-52 Ibid. Hal 48-52 Ibid. Hal 48-52 
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 a. Kelompok Anomik 
Kelompok ini yang terbentuk didalam masyarakat secara spontan dan 
hanya seketika, dan karena tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang 
mengatur, kelompok ini sering bertumpang-tindih (overlap) dengan bentuk-
bentuk partisipasi non-konvensional, seperti demonstrasi, kerusuhan, tindak 
kekerasan politik dan sebagainya. Sehingga apa yang dianggap sebagai 
perilaku anomik mungkin saja tidak lebih dan tindakan kelompok-kelompok 
terorganisir (bukan kelompok anomik) yang menggunakan cara-cara non 
konvensional atau kekerasan. Akan tetapi, bila kelompok terorganisir tidak 
terwakili dalam sistem politiknya, kekecewaan yang menumpuk bisa 
diluapkan akibat suatu insiden. Akhir- akhir ini di beberapa sistem politik 
terlihat kegiatan kelompok kepentingan yang bersifat anomik.18
Kelompok ini jarang yang terorganisir rapi dan kegiatannya bersifat 
kadangkala.Biasanya berwujud kelompok-kelompok keluarga dan keturunan 
atau etnik, regional, status dan kelas yang menyatakan kepentingan secara 
kadangkala melalui individu-individu, kepala keluarga atau pemimpin agama. 
Kegiatan kelompok non assosiasional terutama terdapat pada ciri masyarakat 
belum maju, dimana kesetiaan kesukuan atau keluarga-keluarga aristokrat 
 
b. Kelompok Non-Assosiasional 
                                                          
18 Ibid. Hal 48-52 
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mendominasi kehidupan politik dan dimana kelompok kepentingan yang 
diorganisir dan mengkhusus tidak ada atau masih lemah.19
Kelompok ini bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik dan 
sosial lain disamping artikulasi kepentingan. Baik sebagai badan hukum 
maupun sebagai kelompok-kelompok lebih kecil dalam badan hukum itu, 
kelompok semacam ini biasanya menyatakan kepentingannya sendiri maupun 
mewakili kepentingan dari kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. 
Kelompok ini sangat berpengaruh akibat dari basis organisasinya yang kuat.
 
c. Kelompok Institusional 
20
Kelompok assosiasional meliputi serikat buruh, kamar dagang atau 
perkumpulan usahawan dan industrialis, paguyuban etnik, persatuan-
persatuan yang diorganisir oleh kelompok-kelompok agama dan sebagainya. 
Secara khas kelompok ini menyatakan kepentingan dari suatu kelompok 
khusus, memakai tenaga staf professional yang bekerja penuh, dan memiliki 
prosedur teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan.
 
d. Kelompok Assosiasional 
21
                                                          
19 Ibid. Hal 48-52 
20 Ibid. Hal 48-52 
21 Ibid. Hal 48-52 
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2.1. Bentuk-Bentuk Kelompok Kepentingan  
       2.1.1. Tokoh masyarakat 
Tokoh masyarakat yang dimaksudkan adalah tokoh agama dan 
tokoh adat, dimana adanya hubungan psikologis dan merupakan 
perilaku pemilih yang masih menjunjung tinggi nilai adat yang 
tersistem dari dulu. Tokoh masyarakat memegang fungsi yang 
sentral dalam setiap sistem kemasyararakatan dan mempunyai 
peranan yang sangat dominan dalam mempengaruhi 
masyarakatnya sehingga bisa menggerakkan massa. Sebab 
kemampuan untuk merangkul dan memobilisir massa adalah faktor 
penting dalam kehidupan politik. Dengan mengangkat isu 
primordialisme pada masyarakat yang mudah sekali 
dibangkitkan/ditumbuhkan untuk berbagai kepentingan dan tujuan 
khususnya dalam menarik simpati dari masyarakat. Seperti pada 
pemilu sebelumnya faktor ketokohan dalam masyarakat kerap 
menjadi suatu cara untuk mendongkrak popularitas atau untuk 
menghimpit lawan. Dengan kenyataan masyarakat Tana Toraja 
yang heterogen partisipasi masyarakat sangat menentukan 
keberhasilan suatu daerah dalam praktik kedewasaan 
berdemokrasi.  
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2.1.2.   Birokrasi. 
Sehubungan dengan pemilukada yang akan dilaksanakan di Tana 
Toraja, tidak dapat dipungkiri akan selalu ada sorotan ataupun 
gunjingan akan keberadaan birokrasi yang dipresentasikan oleh 
para Pegawai Negeri Sipil. Sorotan utama adalah tentang netralitas 
atau keberpihakan para birokrat kepada calon peserta pemilukada 
tertentu Dalam tataran juridis formal sebenarnya netralitas PNS 
dalam pemilukada telah diatur seperti dalam PP no 6 tahun 2005 
tentang netralitas PNS dalam Pemilukada maupun surat edaran 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
SE/08.A/M.PAN/5/2005 tentang netralitas PNS dalam 
Pemilukada. Namun bagaimanapun aturan yang ada tersebut tetap 
ada celah yang dapat dimanfaatkan karena beragamnya motif, 
model dan bentuk keberpihakan PNS terhadap kontestan pilkada 
yang ada, antara lain sentimen primordialisme dan logika 
kekuasaan yang dipengaruhi ketidakpastian sistem dalam 
penjenjangan karir seorang PNS. Ada sebuah spekulasi politik dan 
kekuasaan yang diharapkan dari PNS yang memberikan dukungan 
politik kepada kontestan pemilukada, yaitu akan meningkatkan 
karir di birokrasi ketika calon yang didukung menang. Kekuatan 
dominan muncul dari kelompok jawara dan pemilik modal yang 
memiliki akses politik dengan pusat kekuasaan. 
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Reformasi politik,ternyata tidak diikuti oleh reformasi perubahan   
ditingkat regulasi. Pada satu sisi PNS diharapkan bersikap 
professional, akan tetapi dalam penjenjangan karimya, karir PNS 
sangat ditentukan oleh pejabat Pembina PNS, dalam hal ini 
Gubernur, Bupati atau Walikota. Sementara mereka kepala daerah 
adalah pejabat politik yang dipilih melalui mekanisme politik. 
Oleh sebab itulah kepaia daerah terpilih dari partai politik, memiliki 
kekuasaan yang sangat kuat (powerfull authority) untuk menarik 
PNS dalam politik praktis. Pola hubungan patron-client serta politik 
balas jasa, membuat posisi PNS menjadi lebih mudah terkooptasi 
oleh kepentingan politik rezim tingkat lokal. Hal ini menyebabkan 
hampir semua mesin birokrasi selalu dimanfaatkan untuk 
melanggengkan kekuasaan.  
 
3. Kelompok Penekan 
3.1 Media Massa 
Pengaruh politik terhadap kehidupan dan perkembangan pers/ media massa 
dapat terlihat pada citra pers, berdasarkan kepentingan yang dilayani. Pers yang 
melayani kepentingan politik, memperoleh citra sebagai pers politik. Menurut A. 
Muis, pers politik dapat dibagi paling sedikit dua tipe yaitu pers sebagai organ partai 
yang menyiarkan ideologi politik tertentu {Party-bound pers), dan simpatisan partai 
atau ideologi tertentu {Party-directed press). Tipe pertama adalah pers yang tunduk 
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sepenuhnya kepada kehendak dan kebijakan partai, dan tipe kedua adalah pers yang 
tidak didominasi oleh partai melainkan hanya mendukung secara bebas suatu cita-cita 
politik. Dilihat dari manfaatnya, media massa mempunyai keampuhan yang luar biasa 
di dalam memperkuat suatu kondisi atau situasi yang sudah ada. Demikian pula ia 
mempunyai keampuhan ikut membenarkan apa yang ada di dalam benak seseorang. 
Dengan kata lain ia bermanfaat dalam ikut mengabsahkan suatu yang sudah ada 
dalam pikiran seseorang tentang suatu realita sosial yang ada .  Suatu realita sosial 
barangkali akan sukar dipahami apabila tidak diungkapkan dalam media, ini berarti 
bahwa gambaran yang disebut oleh Lippmann dengan picture in our heads pada 
akhirnya harus pula sesuai dengan pengertian bahwa setiap agenda media diharapkan 
akan sesuai dengan agenda publiknya. 
Media massa memiliki fungsi strategis dalam kehidupan masyarakat. Disatu 
sisi bisa menciptakan masyarakat hidup damai dan harmonis. Namun di sisi lain 
akibat pemberitaan media massa, suasana kedidupan kemasyarakatan bisa terjadi 
disharmonisasi bahkan bisa memunculkan huru-hara. Dalam kaitan Pemilihan Umum 
Kepaia Daerah di Tana Toraja, peran media massa juga begitu strategis. Media massa 
dan Pemilukada adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Media massa lewat 
wartawannya untuk meliput Pemilukada. Memberitakan tahapan-tahapan 
Pemilukada, meniup peluit peringatan jika ada indikasi pelanggaran. Media juga ikut 
memandu publik untuk menentukan pilihan kandidat pasangan calon kepaia daerah 
yang terbaik. Karena fungsi dan perannya yang strategis itu pula, disadari atau tidak 
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media massa sering dimanfaatkan para pemangku kepentingan (Stakeholder) 
Pemilulkada, dengan alasan mensukseskan Pemilukada. 
Setidaknya ada tiga jenis cara Stakeholder memanfaatkan media massa dalam 
kegiatan Pemilukada. Pertama, menjadikannya sebagai media komunikasi langsung 
dari pasangan calon kepaia daerah kepada masyarakat pemilih. Dalam hal ini media 
massa dipakai sebagai alat promosi untuk memperkenalkan pasangan calon kepaia 
daerah. Contoh, gambar para pasangan calon kepala daerah dipampangkan di Koran. 
Kedua, media massa dimanfaatkan sebagai sarana propaganda dan sarana informasi 
khusus. Dalam kasus ini, media massa dimanfaatkan Stakeholder untuk 
memberitakan tentang calon dan membangun citra positif terhadap pasangan calon 
kepala daerah. Ketiga, memanfaatkan media massa sebagai sarana sosialisasi 
Pemilukada, media penyebar informasi pendidikan untuk pemilih. Informasi ini 
menyangkut partisipasi pemilih, proses pemilihan, cara memilih dan Iain-Iain. 
Kecenderungan memanfaatkan media massa dalam kepentingan Pemilukada 
tidak saja dilakukan para calon atau tim sukses pasangan calon kepala daerah, tapi 
juga KPU dan Panwas sebagai penyelenggara Pemilukada. Para Stakeholder 
Pemilukada ini, selalu menjadikan media massa sebagai salah satu kekuatan terdepan 
untuk mewujudkan keinginannya.  
 
C. Pemilihan Umum Kepala Daerah 
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung merupakan 
mekanisme baru rekrutmen kekuasaan di daerah. Dinamika demokrasi yang 
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berkembang di Indonesia pasca Orde Baru telah membawa wacana baru, bahwa 
ternyata penataan kehidupan berbangsa dan bemegara tidak efektif apabila dikelola 
secara kurang demokratis. Oleh karena itu, muncullah wacana yang memberikan 
kewenangan kepada rakyat di daerah untuk memilih kepala daerahnya sendiri. 
Ide pemilukada langsung itu karena dilatarbelakangi oleh berbagai 
ketidakpuasan dan penyimpangan di dalam proses pemilihan kepala daerah yang 
dilakukan para wakil rakyat di daerah.22
Aspirasi rakyat selama ini dengan sistem yang lalu (sistem politik sentralistik) 
belum tertangkap, terartikulasi, dan teragregasikan secara transparan dan konsisten. 
 Wujud demokrasi di tingkat lokal adalah 
terciptanya pemimpin daerah yang langsung dipilih oleh rakyat melalui Pemilukada. 
Penyerapan aspirasi rakyat juga dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang sehat 
dengan membuka peluang, bahwa keterwakilan dalam partai politik betul-betul 
mencerminkan keterwakilan masyarakat. Pemilukada inilah yang pada akhimya akan 
menjembatani aspirasi rakyat daerah untuk memilih figur-figur yang dekat dan 
mewakili masyarakatlah yang berhak untuk duduk memimpin daerah tersebut. 
Pemberlakuan aturan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) langsung 
dalam UU 3272004 tentang Pemerintahan Daerah (hasil revisi UU 22/1999) yang 
mulai dilaksanakan sejak tahun 2005 termasuk langkah progresif bagi penataan 
kelembagaan dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. 
                                                          
22 Mufti M Mubarok. Suksesi Piikada"Jurus Memenangkan Pilkada Langsung", Java Pustaka, Surabaya, 
2005, hal.3. 
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Padahal maju atau tidaknya suatu daerah banyak ditentukan oleh kiprah dan 
keteladanan pemimpin daerah tersebut. Pada tingkat tertentu bahkan pemimpin 
daerah sangat dominan dalam menentukan gerak arah pembangunan di daerah 
tersebut. 
Pasal 56 ayat (2) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
menetapkan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dicalonkan 
baik oleh partai poiitik atau gabungan partai politik. Tentu saja, partai politik atau 
gabungan partai politik itu merupakan peserta pemilu yang memperoieh sejumlah 
kursi tertentu dalam DPRD, dan atau memperoieh dukungan suara dalam pemilu 
legislatif dalam jumlah tertentu.23 Pada perkembangan berikutnya sebagaimana 
diintroduksi oleh UU no. 12 Tahun 2008 dilegitimasi pula adanya calon 
perseorangan. Calon perseorangan (dikenal dengan adanya calon independen) dapat 
ikut dalam Pemilu kepala daerah setetah melalui proses persyaratan tertentu24
                                                          
23 Daniel S Salossa. Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada Langsung, Media Pressindo, 
Yogyakarta, 2005, hal. 46 
24 Wahidin Samsul, Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 
2008;Hal 28 
. 
Dibukanya kesempatan bagi calon perseorangan merupakan akomodasi terhadap 
sistem yang motivasinya adalah untuk melibatkan semua komponen dalam 
masyarakat termasuk tokoh yang tidak kebagian kendaraan politik yang berasal dari 
partai politik dan kekuatan sosial pendukung. 
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Di satu pihak partai politik ikut memainkan peranannya dalam mewujudkan 
kehidupan demokrasi terutama karena partai politik menjadi wahana komunikasi 
antar elemen-elemen kemasyarakatan dan kenegaraan. Di pihak lain semakin 
berkembangnya kehidupan masyarakat, partai politik juga dituntut untuk semakin 
eksis serta lebih berkualitas. Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya 
untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam 
bermasyarakat dan bernegara. Partai politik merupakan komponen yang sangat 
penting dalam sistem politik demokrasi. 
Tampilnya kepala daerah pilihan rakyat sudah menjadi kebutuhan cukup 
mendesak bagi proses pembaharuan di Indonesia, khususnya untuk mendorong 
pelaksanaan governance reform (reformasi pemerintahan) dengan mengembangkan 
praktik-praktik demokrasi secara luas yang mencakup penguatan pertumbuhan 
ekonomi disertai dengan pemerataan pendapatan di tingkat bawah. Sebab, 
demokratisasi yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa 
disertai pemerataan rasa keadilan ke tingkat masyarakat secara meluas, pada akhirnya 
hanya akan menciptakan bom waktu sosial yang setiap saat bisa menimbulkan 
ledakan persoalan krusial dan menghambat terwujudnya kemapanan budaya 
demokrasi. Apalagi, akses perdagangan bebas pada masa globalisasi yang mulai 
mendesak potensi usaha ekonomi mikro daerah juga memerlukan penanganan serius 
dan membutuhkan pemimpin yang memiliki kapasitas diplomasi ke tingkat 
internasional. 
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Menguatnya sentimen kekuatan politik lokal dalam pelaksanaan Pemilukada 
merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Pungutan sentimen ini dalam batas-
batas tertentu bermakna positif, misalnya untuk menguatkan ikatan elit non-politik 
yang selama ini semakin kendor karena digerus arus modernisme dan materialisme. 
Berbagai bentuk ikatan elit non-politik yang melekat dalam alam bawah sadar 
manusia itu mudah sekali dibangkitkan atau ditumbuhkan untuk berbagai tujuan dan 
kepentingan. Oleh karena itu mereka yang merasa terikat dalam ikatan elit non-politik 
mudah sekali digerakkan atau dimobilisasi untuk tujuan politik seperti Pemiiukada 
langsung. Apalagi jika pelaksanaan pemiiukada itu dimaknai sebagai suatu ancaman 
terhadap kepentingan dan eksistensi kelompok elit tertentu. 
 
D. Teori Pertukaran Jaringan 
Teori pertukaran jarigan (network exchange theory) atau biasa disingkat NET 
mengombinasikan teori pertukaran sosial dan analisis jaringan. Kombinasi itu 
diasumsikan menyempurnakan kelebihan kedua teori tersebut sambil memperbaiki 
kekurangannya. Disatu sisi, analisis jaringan mempunyai keunggulan mampu 
membangun representasi yang kompleks dari interaksi sosial nilai dari model relasi 
sosial yang sederhana dan dapat digambarkan, tetapi mempunyai kekurangan tentang 
konsep relasi sosial itu sendiri. Dilain pihak, teori pertukaran social mempunyai 
keunggulan karena memiliki model aktor tunggal yang membuat pilihan berdasarkan 
manfaat yang mungkin diraih, namun mempunyai kekurangan karena ia melihat 
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struktur sosial terutama sebagai hasil dari pilihan individu ketimbang sebagai suatu 
determinan pilihan-pilihan tersebut.25
Teori pertukaran jaringan, yang dimaksudkan dalam penulisan skripsi ini 
merupakan pertukaran potensi yang dimiliki antar elemen yang ada di masyarakat 
kemudian diarahkan untuk pencapaian tujuan tertentu. Dalam dunia politik, realitas 
dari pertukaran jaringan kerapkali dijumpai. Misalnya, antara pasangan calon Bupati 
dan Wakil Bupati Pemilukada Tana Toraja Tahun 2010 dengan kekuatan politik 
 
Ide fundamental dibalik teori pertukaran jaringan adalah bahwa setiap 
pertukaran sosial terjadi dalam konteks jaringan pertukaran sosial yang lebih besar. 
Apa-apa yang dipertukarkan kurang penting dalam pendekatan ini jika dibandingkan 
dengan berbagai ukuran, bentuk, dan koneksi dari jaringan dimana pertukaran itu 
terjadi. Sebagaimana teori pertukaran sosial, teori pertukaran jaringan terutama 
menitikberatkan pada pada isu kekuasaan. Premis dasarnya adalah bahwa semakin 
besar peluang aktor untuk melakukan pertukaran, semakin besar kekuasaan si aktor. 
Diasumsikan bahwa peluang untuk pertukaran ini secara langsung berkaitan dengan 
struktur jaringan, aktor secara rasional mengejar maksimalisasi kepentingan diri (self 
interest) dalam bentuk apapun sehingga akan bervariasi dalam peluang mereka untuk 
bertukar keuntungan dan karenanya akan bervariasi pula kemampuannya untuk 
mengontrol atau mengakumulasi profit.  
                                                          
25 Ritzer, George dan J. Goodman, Douglas. 2004. Teori Sosiologi Moderen. Kencana, Jakarta. Hal 387-
389 
  
 35 
pendukungnya yang di dalamnya termasuk dari kalangan elit partai politk, tokoh 
masyarakat (pemuka agama dan pemuka adat)  ataupun dari kalangan birokrasi yang 
melakukan tawar-menawar kepentingan. Elit politik dapat memanfaatkan sumber 
daya yang dimilikinya untuk dipertukarkan contohnya kepada lembaga adat, 
komunitas gereja ataupun pesantren untuk tujuan dukungan suara dalam Pemilukada. 
Sebaliknya, komunitas itu mendapatkan bantuan berupa materil atau berupa posisi 
jabatan dalam pemerintahan nantinya. 
  
E. Kerangka Pemikiran 
Peranan kekuatan politik dalam pemilukada langsung di beberapa daerah lebih 
cenderung kepada bagaimana memobilisasi massa dalam penyatuan suara, visi dan 
misi untuk pasangan calon yang dianggap mampu sebagai Kepala Daerah. 
Adakalanya masyarakat memilih pasangan calon secara rational mereka, akan tetapi 
ada juga masyarakat yang memilih karena melihat pemimpin (tokoh masyarakat) 
mereka memiliki keterkaitan dengan pasangan calon (keterkaitan emosional). 
Kekuatan politik sebagai karakteristik bagaimana pasangan calon 
memenangkan pesta demokrasi di tingkat daerah memegang peranan penting. 
Semakin besar tingkat kekuatan yang ada maka semakin besar pula hasil yang bisa 
diperoleh para elit politik yang bertarung dalam memperebutkan kursi kekuasaan 
Bupati dan Wakil Bupati, sekalipun hanya berupa perang wacana janji-janji 
kampanye. Kekuatan politik sebagai landasan untuk mendapatkan kekuasaan, jelas 
sekali kalau pasangan calon harus membayar harganya (uang dan jabatan). Dalam 
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konteks Pemilukada, peran massa kadang-kadang dimanipulasi untuk tujuan-tujuan 
tertentu berdasarkan kepentingan elitnya. Tak jarang mereka juga mempunyai motif, 
kepentingan dan tujuan yang berbeda. Atau bahkan mereka hanya sebatas sebagai 
massa yang dimobilisasi melalui manipulasi simbol oleh elit agar secara politik elit 
yang bersangkutan merasa didukung oleh kekuatan mayoritas dalam suatu 
masyarakat 
Berkaca pada pemilu legislatif dan pilpres yang lalu bahwa keberhasilan 
partai yang meraih suara cukup dominan di kabupaten Tana Toraja dipengaruhi oleh 
beberapa kekuatan politik yang mendukungnya dimana sangat berperan dalam 
mendongkrak popularitas calon anggota dewan dan calon presiden pada saat itu, 
Partai Politik sebagai modal dasar dari pasangan calon untuk bisa maju 
menjadi calon Kepala daerah. Proses rekruitmen kandidat calon kepala daerah sangat 
ditentukan oleh elit-elit partai politik. Banyaknya calon yang mengajukan diri, 
membuat partai politik memiliki mekanisme khusus untuk memilih calon yang 
terbaik. Calon yang dipilih pun adalah yang dianggap cakap dan mampu membina 
hubungan yang baik dengan elit-elit partai politik. Seringkali elit sendiri melakukan 
bargaining individu terhadap calon apabila terpilih. Dukungan secara penuh dari 
tokoh-tokoh partai politik mampu mempengaruhi perilaku pemilih yang masih 
menghormati suara dari partai politik. Sikap keputusan politik seorang pemilih 
sebagai akibat interaksi antara faktor internal dan eksternal yaitu persepsi pemilih 
terhadap partai (adanya keterikatan emosional sebagai konsep identifikasi kepartaian) 
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Calon Bupati dan 
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yaitu partai pilihan yang dirasa dekat secara emosional. Dari uraian tersebut, maka 
kerangka analisis dapat dikembangkan dengan model sebagai berikut: 
 
F. Skema Kerangka Pikir 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif-kualitatif, Bogdan dan 
Taylor (1975)26
A. Lokasi Penelitian 
 mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang diamati. Dalam bab ini akan dijelaskan metode penelitian yang 
digunakan oleh penulis dalam membahas rumusan masalah yang telah dikemukakan 
pada bab sebelumnya. Metode penelitian tersebut terdiri atas lokasi penelitian, tipe 
dan dasar penelitian, sumber data, penentuan informan, teknik pengumpulan data, 
metode analisis data. 
 
Penelitian ini dilakukan di kabupaten Tana Toraja. Alasan peneliti mengambil 
lokasi di Kabupaten Tana Toraja karena keunikan budaya yang ada berbeda dengan 
budaya di daerah kabupaten lain adapun masyarakatnya menjunjung akan adanya 
kerukunan antar umat beragama sehingga isu-isu mengenai agama dapat ditekan. 
Dalam fenomena politik yang terjadi pemilihan kepala daerah di daerah banyak 
kegiatan yang bersifat politik yang di lakukan elit baik itu kampanye teselubung, cara 
                                                          
26 Bogdan dan Taylor, Dalam Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya 
Bandung. 1991 
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menarik simpati masyarakat dan doktrinisasi yang dilakukan kepada masyarakat, 
serta perilaku politik dalam mencari akses dan dukungan dalam masyarakat. Selain 
itu peneliti juga mengenal sejarah, budaya serta adat istiadat yang ada di Kabupaten 
Tana Toraja, sehingga dapat mempermudah akses untuk melakukan penelitian lebih 
lanjut. 
 
B. Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian 
Penelitian ini akan menggunakan tipe penilitian Deskriptif untuk memenuhi 
tujuan dan kerangka logika. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui 
secara mendalam tentang golongan kekuatan-kekuatan politik lokal dalam 
penyelenggaraan Pemilukada langsung tahun 2010 yang nabtinya telahberlangsung. 
Metode ini sangat berguna dalam penelitian ini untuk mendapatkan variasi 
permasalahan karena berkaitan dengan tingkah laku manusia (perilaku). Jadi 
diharapkan dengan metode penelitian ini, peneliti akan mudah untuk menggambarkan 
hasil penelitian, sesuai dengan judul atau tema yang akan di teliti. 
Dasar penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif, yaitu tipe pendekatan dalam penelitian yang ditujukan pada beberapa 
individu atau kelompok dan tetap memperhatikan sapek efisiensi serta efektifitas 
guna pencapaian tujuan penelitian.  
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C. Sumber Data 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa: 
1. Data Primer 
Data primer dikumpulkan melalui studi lapangan yang diperoleh dari 
narasumber dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara 
mendalam.27
 
 Dalam pelaksanaan teknik ini penulis mengumpulkan data 
meialui komunikasi langsung dengan para informan. Dalam hal ini kepada 
individu atau kelompok yang terlibat dalam membangun kekuatan-
kekuatan politik pada penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tana 
Toraja. 
2. DataSekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan 
cara membaca buku, literatur-literatur, serta informasi tertulis lainnya yang 
berkenaan dengan masalah yang diteliti. Selain itu terdapat situs-situs atau 
website yang diakses untuk memperoleh data yang lebih akurat. Data 
sekunder dimaksudkan sebagai data-data penunjang untuk melengkapi 
penelitian ini. 
 
 
                                                          
27 Cholid Narbuko dan Abu Achamadi. 2003. Metodologi Penelitian. Bumi Aksara, Jakarta hal 83 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data diperoleh dari hasil pengumpulan data primer dan data 
sekunder. Data-data tersebut diperoleh melalui kegiatan pencatatan data dari berbagai 
sumber lain yang tersedia. Data primer diperoleh dari 3 sumber utama. yaitu 
wawancara, observasi, dan dokumentasi/studi pustaka. Data-data sekunder diperoleh 
dengan membaca buku, literatur, artikel dan informasi tertulis lainnya. Metode-
metode yang digunakan adalah: 
1)   Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh 
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang 
memberikan jawaban.28
 
 Peneliti akan secara langsung melakukan wawancara 
dengan key Informan, yaitu orang yang dianggap paham dan mengetahui 
masalah yang akan diteliti dengan menggunakan daftar pertanyaan mendalam. 
Informan terpilih yaitu: Bupati terpilih, Ketua Tim Sukses, Praktisi/pengurus 
parpol. Tokoh Masyarakat, dan Media Massa. 
2)    Observasi 
Dilakukan dengan cara pencatatan sistematik mengenai dinamika politik pada 
Pemilukada Tana Toraja Tahun 2010. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan 
gambaran objektif mengenai tujuan penelitian yang ingin dicapai. 
                                                          
28 Lexy J.Moleong, Metodologipenelitian knalitatif, Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2005, Hal. 186. 
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3)   Dokumentasi/studi pustaka 
Peneliti mendapatkan pengetahuan tentang teori dan juga data-data terkait 
dengan literatur berupa buku-buku, Undang-undang, dan sumber lain yang 
relevan.  
E. Teknik Analisis Data 
Data yang dikumpulkan dilapangan diolah menggunakan analisis kualitatif 
untuk menjelaskan hasil yang diperoleh pada saat penelitian. Secara umum, analisa 
kualitatif yang dimaksud menggunakan metode penalaran induktif. Selain itu 
digunakan metode deskriptif analisis untuk menjelaskan data yang dituangkan dalam 
bentuk tabulasi data yang diperoleh. 
Analisis data dalam penelitian ini akan meliputi kegiatan dilakukan secara 
bertahap. Pada awalnya seluruh data yang didapatkan dikumpulkan baik berupa 
jawaban verbal dari narasumber maupun yang berupa tulisan atau data-data statistik 
dari hasil observast/pengamatan yang berkitan dengan keberadaan kekuatan-kekuatan 
politik Pemilihan Kepala Daerah Langsung Tana Toraja Tahun 2010. Selanjutnya 
dilakukan proses reduksi data yakni merangkum dan memilih data pokok yang akan 
difokuskan berdasarkan kesamaan data tersebut secara substansi. Proses kategorisasi 
terhadap data serta pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan .mencecermati 
setiap fenomena politik yang berlangsung. Data dari hasil wawancara dan observasi 
sehari-hari dicatat serinci mungkin dan dikumpulkan sehingga menjadi suatu catatan 
lapangan. Semua data kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga apa yang 
terkandung di balik realitas dapat segera terungkap. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan secara umum tentang profil 
Kabupaten Tana Toraja dan proses penyelenggaraan pemilukada langsung di 
Kabupaten Tana Toraja tahun 2010. Dengan merinci secara jelas mulai dari proses 
pemilukada langsung, profil calon kepala daerah sampai hasil dari pemilukada 
langsung. 
 
A. Profil Kabupaten Tana Toraja 
Kabupaten Tana Toraja atau yang dikenal dengan nama Bumi lakipadada 
merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia pada umumnya dan di 
Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya. Selain dikenal dengan wisata alamnya 
seperti yang terdapat di Londa, Ke'te Kesu.Suaya, Tondon-Nanggala, Batutumonga, 
Sa'dan, dan Iain-lain, juga terkenal wisata budayanya seperti ritual Rambu Tuka' 
(upacara syukuran atas keberhasilan terhadap sesuatu seperti panen, rumah baru, dll) 
dan Rambu Solo' ( upacara kedukaan ) serta rumah adat Tongkonan dengan berbagai 
hiasan ukiran dan coraknya yang dinamis. Juga hiasan ukiran dan keragaman corak 
tersebut banyak juga dituangkan kedalam bentuk ukiran tangan seperti miniatur 
rumah tongkonan dan berbagai macam souvenir yang dapat dijadikan sebagai nilai 
tambah tersendiri bagi daerah ini. Kabupaten Tana Toraja juga terkenal sebagai 
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daerah yang berudara sejuk karena terletak didaerah pegunungan serta terkenal pula 
dengan semboyannya, yaitu : “misa' kada dipatuo, pantan kada dipomate” yang 
berarti satu kata dibawa hidup, oleh karena itu merupakan pantangan bagi orang 
toraja untuk mengingkarinya hingga mati. 
Kabupaten Tana Toraja yang beribukota di Makale terletak antara 2°- 
3°Lintang Selatan dan 119°-120° Bujur Timur, yang berbatasan dengan Kabupaten 
Toraja Utara dan Propinsi Sulawesi Barat disebelah utara dan Kabupaten Enrekang 
dan Kabupaten Pinrang disebelah selatan, serta pada sebelah timur dan barat masing-
masing berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Propinsi Sulawesi Barat. Kabupaten 
Tana Toraja dilewati oleh salah satu sungai terpanjang yang terdapat di Propinsi 
Sulawesi Selatan, yaitu sungai Saddang. Jarak ibukota Kabupaten Tana Toraja 
dengan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan mencapai 329 km yang melalui Kabupaten 
Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep 
dan Kabupaten Maros. 
Luas wilayah Kabupaten Tana Toraja tercatat  2.054,30  km  persegi  yang  
meliputi 19 Kecamatan Kecamatan Malimbong Balepe dan Kecamatan 
Bonggakaradeng merupakan 2 Kecamatan terluas dengan luas masing-masing 211,47 
km persegi dan 206,76 km   persegi atau luas kedua kecamatan tersebut merupakan 
20,35 persen dari  seluruh wilayah Tana Toraja 
Penduduk Kabupaten Tana Toraja berdasarkan hasil registrasi penduduk  
tahun 2010 berjumlah 234.534 jiwa yang  tersebar  di  19 Kecamatan, dengan jumlah 
penduduk  terbesar  yakni 31.636 jiwa mendiami Kecamatan Makale. Secara 
  
 45 
keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari 
penduduk yang berjenis kelamin perempuan, yang masing-masing  119.541 jiwa 
penduduk laki-laki dan  114.993 jiwa penduduk  perempuan.  Hal  ini juga tercermin 
pada angka rasio  jenis kelamin yang  lebih besar  dari  100, yaitu 104%, ini berarti,  
dari setiap  100 orang perempuan terdapat 104 laki-laki. 
Untuk lebih jelasnya, berikut akan ditampilkan dalam bentuk tabel : 
Tabel 4.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dirinci Per Kecamatan Di Kabupaten 
Tana Toraja Tahun 2010 
 
Kecamatan       Laki – laki   Perempuan        Jumlah 
Bonggakaradeng            3.273    3.244          6.517  
Simbuang            3.358    3.121          6.479  
Rano             3.164    3.200          6.364  
Mappak            3.133    2.986          6.119  
Mengkendek           15.915    14.776        30.691  
Gandang Batu Sillanan          10.408    9.515         19.923  
Sangalla            3.659    3.587          7.246  
Sangalla Selatan           4.441    4.226          8.667  
Sangalla Utara           4.330   4.182         8.512  
Makale            15.517   16.116       31.636  
Makale Selatan           6.468   6.158        12.624  
Makale Utara           6.443   6.027        12.470  
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Saluputti            5.658   5.664        11.322  
Bittuang           7.231   6.540       13.771  
Rembon           9.747   9.804       19.550  
Masanda           2.934   2.893         5.828  
Malimbong Balepe         4.918   4.857         9.775  
Rantetayo           5.776   5.350       11.125  
Kurra           3.168   2.747         5.915  
Sumber: KPUD Tana Toraja  
Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Toraja Menaungi  19 Kecamatan.Berdasarkan 
data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja, tercatat bahwa pada tahun  
2010 di Kabupaten Tana Toraja terdapat   112 desa/lembang dan 47 Kelurahan. 
 
B. Proses Penyelenggaraan Pemilukada Langsung Tana Toraja Tahun 2010 
Pembangunan politik di Kabupaten Tana Toraja secara umum telah memberi 
warna demokrasi yang sudah baik. Demikian pula antusias masyarakat berpolitik 
melalui organisasi partai politik yang cukup tinggi, seiring dengan dinamika politik 
yang berproses. Sejak berlakunya sistem multipartai yang mengikuti Pemilu serta 
munculnya berbagai bentuk asosiasi masyarakat sipil baik dalam bentuk organisasi 
kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat maupun forum-forum lainnya. 
Pemilu tahun 2009 yang diikuti oleh 44 partai politik, hasilnya 14 partai 
politik telah memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Tana Toraja periode 2009-2014 
dari 30 kursi yang ada. Adapun rinciannya yaitu Partai Golkar 7 kursi, PDIP 3 kursi, 
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PKS 2 kursi , Partai Demokrat 4 kursi, PDK 3 kursi, PDS 2 kursi, Partai Republika 
Nusantara 1 kursi, PPDI 2 kursi, PPD 1 kursi, PKPB 1 kursi, PAN 1 kursi, PKPI 1 
kursi, Hanura 1 kursi dan Gerindra1 kursi. 
Pemilukada langsung di level Propinsi dan Kabupaten/Kota merupakan 
kelanjutan dari pemilihan presiden dan wakil presiden secara berpasangan yang 
dipilih langsung oleh rakyat.  Meskipun pemilukada ini dilaksanakan dalam level 
lokal dalam skala geografis yang lebih sedikit namun kompleksitas permasalahan dan 
tingkat kegagalannya tidak bisa dianggap rendah. Penyelenggaran pemilihan kepala 
daerah langsung Kabupaten Tana Toraja melalui tahapan-tahapan setelah mengalami 
beberapa hal, dengan kronologis sebagai berikut 
1).  Tahap Persiapan 
Penetapan Tata Cara, jadwal dan waktu tahapan pelaksanaan 
pemilukada berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dengan 
mengeluarkan surat keputusan KPUD dengan berpedoman pada konsep 
yang diterima KPU pusat. 
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia 
Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan 
Suara (KPPS). Berdasarkan surat ketua DPRD KabupatenTana Toraja 
Nomor :DPRD/131/III/2010 perihal pemberitahuan berakhirnya masa 
jabatan Tana Toraja, KPUD membentuk PPK di 19 kecamatan yang 
dilaksanakan sesuai prosedur. PPK diusulkan oleh camat, KPUD 
melaksanakan seleksi melalui penelitian berkas calon dan wawancara 
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kepada semua calon. Pelantikan anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 
20 Mei 2010 yang dirangkaikan dengan sosialisasi, rapat kerja dan 
penyerahan daftar penduduk potensi pemilih pemilukada. Proses 
pembentukan KPPS, sepenuhnya dilaksanakan oleh PPS dan atas usul 
Lurah/Kepala Desa. Pelantikan Ketua KPPS disetiap Lembang/Kelurahan 
dirangkaikan dengan sosialisasi dan rapat kerja yang dihadiri oleh PPK 
dan KPUD. 
2).   Pendaftaran Pemilih 
Dalam tahapan penetapan pemilih data yang diterima dari dinas 
kependudukan tidak akurat karena sebagian besar alamat pemilih tidak 
jelas, bahkan ada pemilih yang masih terdaftar sudah meninggal atau 
sudah pindah domisili. KPUD melaksanakan sosialisasi Pemilukada 
langsung dan pendidikan pemilih dengan berbagai bentuk, misalnya: 
membuka kelompok diskusi di 19 kecamatan, bekerja sama dengan 
berbagai dan LSM untuk percepatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. 
Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di 
Kabupaten Tana Toraja tanggal 23 Juni tahun 2010 tercatat jumlah 
pemilih 147.274 jiwa yang terbagi atas 19 kecamatan dengan perincian 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.2 
Distribusi Jumlah Pemilih Setiap Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin di 
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2009  
No Nama Kecamatan Pemilih Terdaftar Jumlah 
Pemilih 
Laki-laki Perempuan 
1 Makale 10.944 11.055 21.999 
2 Bittuang 4.314 3.959 8.273 
3 Sangalla’ 2.311 2.302 4.613 
4 Rantetayo 3.539 3.538 7.077 
5 Saluputti  2.361 2.284 4.645 
6 Simbuang 2.262 2.064 4.326 
7 Mengkendek 9.878 9.683 19.561 
8 Bonggakaradeng 2.119 1.888 4.007 
9 Gandangbatu sillanan 6923 6.903 13.826 
10 Rembon 5.966 5.887 11.853 
11 Makale Utara 4.044 4.091 8.095 
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Sumber: KPUD Tana Toraja  
3)   Tahapan Pencalonan 
Dalam pencalonan secara umum parpol belum siap-siap untuk 
melaksanakan  mekanisme penjaringan calon, terutama gabungan parpol, 
untuk melegitimasi calon yang diajukan maka dibuatlah mekanisme 
sesuai tahapan dan prosedur yang berlangsung.  
Seharusnya ada ketentuan yang mengatur bahwa setiap parpol atau 
gabungan parpol sebelum melakukan penjaringan, terlebih dahulu 
menyampaikan kepada KPUD agar setiap proses dan tahapan dapat 
diawasi panwas. Ada juga parpol yang tidak konsisten dengan keputusan 
partai tingkat pusat. Kebijakan setiap tingkatan sering berbeda. Calon 
12 Makale Selatan 4.101 3.973 8.074 
13 Masanda  2.023 1.933 3.956 
14 Sangalla’ Selatan 2.573 2.472 5.045 
15 Sangalla’ Utara 2.607 2.665 5.272 
16 Malimbong Balepe 2.907 2.833 5.740 
17 Rano 1.919 1.869 3.788 
18 Mappak 2.055 1.875 3.930 
19 Kurra 1.670 1.524 3.194 
 Jumlah 74.476 72.798 147.274 
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sendiri lebih konsentrasi pada proses penjaringan partai sehingga tidak 
mempersiapkan berkas pencalonanan dengan baik untuk disiapkan kepada 
KPUD.  
            4)   Pencetakan dan Pendistribusian 
a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian   kelengkapan 
surat suara di TPS, formulir Berita Acara, Daftar Calon dan Surat 
suara. 
b. Pencetakan dan pendistribusian daftar calon ke KPU Kabupaten dan 
PPK 
c. Pencetakan dan pendistribusian Surat Suara, Formulir dan 
kelengkapan Adm.TPS   ke KPU Kabupaten dan Desa/Kelurahan 
(PPS). 
Akan tetapi pencetakan dan pendistribusian mengalami masalah, yaitu 
tidak adanya tenaga tekhnis yang mempunya keahlian dalam kepanitiaan 
pengadaan barang dan jasa dilingkup sekretariat KPUD.  
             5)  Sosialisasi 
Sasaran dan sosialisasi kepada seluruh penyelenggara Pemilukada 
(PPS.PPK.dan KPPS). LSM instansi pemerintah dan swasta dan 
masyarakat umum diselenggarakan dengan menggunakan berbagai sarana 
dan prasarana dan pendekatan melalui media cetak, atau radio dan 
pertemuan-pertemuan. 
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6)  Kampanye 
Sebelum masa kampanye diadakan pertemuan dengan pasangan calon, 
Tim Kampanye dan instansi terkait, untuk membicarakan jadwal 
kampanye. tentang jadwal kampanye yang telah disepakati. 
 7).  Pemungutan dan Perhitungan Suara 
Dalam pemungutan suara pada tanggal 23 Juni 2010 berlangsung 
tertib dan aman namun pada rekapitulasi perhitungan suara tingkat 
Kabupaten mengalami penundaan karena pada malam tanggal 23 juni 
2010 terjadi insiden bentrokan yang berbuntut pengrusakan kantor KPUD 
Tana Toraja (Tator), PPK, dan sejumlah fasilitas lainnya, telah 
mengakibatkan sekitar 70 persen kertas suara dan arsip C1 yang ada 
dalam kotak suara rusak akibat terbakar. KPUD pun menunda rekapitulasi 
penghitungan suara. 
Setelah tertunda dua pekan akibat rusuh massa, Kamis 15 Juli 
2010 KPUD Tana Toraja menggelar rekapitulasi ulang penghitungan 
suara sesuai dengan fatwa KPU pusat dimana acuan dalam rekapitulasi 
ulang tingkat PPK adalah formulir C1 yang ada pada saksi, Panwas dan 
PPK. Hasilnya, pasangan nomor urut lima, Theofilus Allorerung-
Adelheid Sosang (Teladan), dinyatakan sebagai pemenang 
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C. Profil Calon Kepala Daerah 
Pelaksanaan pemilukada langsung di Kabupaten Tana Toraja pada bulan Juni 
2010 terdapat 6 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masing-
masing pasangan calon di usung oleh partai atau gabungan beberapa partai yang 
merupakan peserta pemilu yang memperoleh sekurang-kurangnya 15 pesen dari 
jumlah kursi DPRD dan calon perseorangan. Adapun nama pasangan calon kepala 
daerah dan wakil kepala daerah, serta partai yang mengusungnya dapat dilihat pada 
tabel berikut 
Tabel 4.3 Nama Pasangan Calon Berdasarkan Partai yang Mencalonkan 
NO Nama Pasangan Calon Kepala Daerah/ 
Wakil Kepala Daerah 
Nama Partai 
1 
Victor Datuan, SH 
Rosina Palloan, SE. Mh 
Demokrat dan 
Republikan 
2 
Ir. Cosmas Sampe Birana , Ms 
Daniel Tonglo, SE 
Calon Independen 
3 
Ir. Y. Embon Tandipayuk, MM 
Dr. Ir. Ophirtus, DEA 
PDK dan PDS 
4 
Ir. Nicodemus Biringkana 
Drs. Kendek Rante 
PDIP, PPD, PKP-I, PIB, 
PNBK, PKPB, PPP, PBR, 
Barnas, Gerindra 
5 
Theofilus Allorerung, SE 
Adelheid Sosang, Sp. MH 
GOLKAR 
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6 
H. M. Yunus Kadir 
Dr. Ir. Jansen Tanketasik, M.Si 
Hanura, PPDI, PKS, PAN 
Sumber: KPUD Tana Toraja  
 
D. Hasil Pemilukada Langsung 
Secara keseluruhan hasil dari Pemilukada langsung yang diselenggarakan di 
Kabupaten Tana Toraja memiliki hasil yang berbeda antara para Tim Sukses 
pasangan calon dan pihak KPU. Adapun jumlah seluruh tempat pemungutan suara 
(TPS) dalam pelaksanaan Pemilukada langsung di Kabupaten Tana Toraja tercatat 
401 TPS yang terbagi dalam 19 kecamatan yang masing-masing telah ditetapkan 
yaitu kecamatan Makale 56 TPS, Kecamatan Bittuang 28 TPS, Kecamatan Sangalla 
11 TPS, Kecamatan Rantetayo 18 TPS, Kecamatan Saluputti 13 TPS, Kecamatan 
Simbunag 15 TPS, Kecamatan Mengkendek 48 TPS, Kecamatan Bonggakaradeng 14 
TPS, Kecamatan Gandangbatu 34 TPS, Kecamatan Rembon 32 TPS, Kecamatan 
Makale Utara 19 TPS, Kecamatan Makale Selatan 14 TPS, Kecamatan Masanda’ 14 
Tps, Kecamatan Sangalla Selatan 14 TPS, Kecamatan Sanggalla Utara 13 TPS, 
Kecamatan Malimbong 16 TPS, Kecamatan Rano 11 TPS, Kecamatan Mappak 16 
TPS, Kecamatan Kurra 9 TPS. 
Pada pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tana Toraja tercatat jumlah 
pemilih yang terdaftar sebanyak 147.274 orang, dengan jumlah pemilih laki-laki 
sebanyak 74.476 orang dan pemilih perempuan 72.798 orang. Berdasarkan 
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rekapitulasi hasil perhitungan- suara Pemilukada oleh KPU di Kabupaten Tana Toraja 
tahun 2010, jumlah suara sah terhitung sebanyak 115.620 dengan persentase suara 
masing-masing pasangan calon yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.4 Perolehan Suara dan Persentase Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 
 
No Pasangan Calon Kepala  
Daerah/Wakil kepala Daerah 
Jumlah 
Perolehan Suara 
Persentase 
1 Victor Datuan, SH 
Rosina Palloan, SE. Mh 
24.946 21,58 % 
2 Ir. Cosmas Sampe Birana , Ms 
Daniel Tonglo, SE 
4.836 4,18 % 
3 Ir. Y. Embon Tandipayuk, MM 
Dr. Ir. Ophirtus, DEA 
5.316 4,59 % 
4 Ir. Nicodemus Biringkana 
Drs. Kendek Rante 
23.965 20,73 % 
5 Theofilus Allorerung, SE 
Adelheid Sosang, Sp. MH 
 
37.797 32,69 % 
  
 56 
6 H. M. Yunus Kadir 
Dr. Ir. Jansen Tanketasik, M.Si 
18.760 16,23 % 
 Jumlah 115.620 100 % 
Sumber: KPUD Tana Toraja  
Pasangan Theofilus Allorerung, SE dengan Adelheid Sosang, Sp. Mh yang 
diusung oleh Partai Golkar berhasil mengungguli pasangan lain dengan jumlah 
persentase suara 32,69 %. Ini disebabkan oleh dominasi suara yang mampu diraih di 
beberapa Kecamatan antara lain, Makale, Makale Selatan, Rantetayo, Masanda, dan 
Simbuang. Pasangan calon dari Partai Demokrat Victor Datuan, SH dengan Rosina 
Palloan, SE.Mh mendapatkan suara mayoritas di Kecamatan Mengkendek dan 
Bonggakaradeng. Pasangan calon dengan nomor urut 4 yakni Ir. Nicodemus 
Biringkana dengan Drs. Kendek Rante berhasil mengantongi suara mayoritas di 2 
Kecamatan yakni Kecamatan Rembon dan Kecamatan Malimbong  Sedangkan  ke 3 
pasangan calon lainya tidak mampu meraih suara mayoritas di beberapa Kecamatan 
di Kabupaten Tana Toraja.  
Berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tana Toraja, kemenangan diraih kembali 
oleh partai Golkar setelah pasangan yang diusungnya berhasil meraih suara terbanyak 
dengan jumlah perolehan suara sah 37.797 suara untuk pasangan calon yang terpilih 
Theofilus Allorerung, SE dengan Adelheid Sosang, Sp. Mh dengan jumlah nilai  
persentase 32,69 %. Sehingga pasangan tersebut yang akan memimpin Kabupaten 
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Tana Toraja untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan periode 2010-2015. Untuk lebih 
jelasnya sebagai perbandingan perolehan suara pada pemilu legislatif 2009 dan 
pemilukada 2010 Tana Toraja dapat dilihat pada tabel berikut  
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NO KECAMATAN 
SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 
Victor Datuan 
Batara, SH 
Dan 
Rosina 
Palloan, SE, 
MH 
Ir. Cosmas 
Sampe Birana, 
MS 
Dan 
Daniel Tonglo, 
SE 
IR. Y. Embon 
Tandipayuk 
dan 
Dr. Ir. Ophirtus, 
DEA 
Ir. Nicodemus 
Birinkanae, SE 
dan 
Drs. Kendek 
Rante 
Theofilus 
Allorerung, SE 
dan 
Adelheid Sosang, 
Sp, MH 
H. M. Yunus kadir 
dan 
Dr. Ir. Jansen 
Tanketasik, M.Si 
1 Makale 3.950 282 1.053 3.356 5.626 3.444 
2 Makale Utara 1.167 214 734 1.354 2.077 688 
3 Makale Selatan 849 121 279 818 3.204 839 
4 Sangalla 858 54 180 674 1.466 522 
5 Sanggalla Utara 1.070 122 916 443 1.142 446 
6 Sangalla Selatan 1.482 110 175 342 1.169 689 
7 Mengkendek 4.545 780 271 2.141 3.757 3.782 
8 Gandangbatu Sillanan 2.193 565 757 1.689 3.222 2.499 
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Sumber: KPUD Tana Toraja  
9 Rantetayo 844 318 72 1.529 2.326 632 
10 Kurra 602 87 83 553 829 287 
11 Rembon 1.361 180 135 4.250 3.079 513 
12 Saluputti 302 102 60 1.634 1.771 721 
13 Malimbong 528 316 45 2.139 939 191 
14 Bonggakaradeng 1.101 724 152 318 558 368 
15 Rano 918 288 93 208 788 810 
16 Simbuang 710 94 51 371 1.279 243 
17 Mappak 524 83 99 133 1.383 556 
18 Masanda 711 73 42 229 1.563 412 
19 Bittuang 1.231 323 119 1.784 2.213 1.118 
Jumlah 24.946 4.836 5.316 23.965 37.797 18.760 
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BAB V 
PEMBAHASAN 
 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, 
maka pada bab ini akan dijelaskan secara mendalam mengenai peranan dan pengaruh 
yang diberikan oleh kekuatan politik dalam penyelenggaraan Pemilukada di 
Kabupaten Tana Toraja. Kekuatan yang dimaksud dalam penelitian terbagi atas dua, 
yakni : Kekuatan partai politik, kekuatan Kelompok Kepentingan yang terbagi lagi atas 
tiga yaitu: birokrasi, tokoh masyarakat dan media massa. Peta Kekuatan Politik Pada 
Pemilihan Umum Kepala Daerah Tana Toraja Tahun 2010 
 
A. Peta Kekuatan Politik Pada Pemilhan Kepala Daerah Tana Toraja Tahun 2010 
1. Kekuatan Partai Politik Dalam Pemilukada Langsung Tana Toraja Tahun 
2010 
Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia sangat mewarnai perkembangan 
demokrasi di Indonesia. Hal ini sangat mudah dipahami, karena partai politik merupakan 
gambaran wajah peran rakyat dalam percaturan politik nasional atau dengan kata lain 
merupakan cerminan tingkat partisipasi politik masyarakat. Berawal dari keinginan untuk 
merdeka dan mempertahankan kemerdekaan serta mengisi pembangunan, partai politik 
lahir dari berbagai aspirasi rakyat yang berkeinginan untuk bersatu dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Romantika kehidupan partai politik sejak kemerdekaan, 
ditandai dengan bermunculannya banyak partai (multipartai). Secara teoritikal, makin 
banyak partai politik memberikan kemungkinan yang lebih luas bagi rakyat untuk 
  
 61 
menyalurkan aspirasinya dan meraih peluang untuk memperjuangkan hak-haknya serta 
menyumbangkan kewajibannya sebagai warga negara. Banyaknya altematif pilihan dan 
meluasnya ruang gerak partisipasi rakyat memberikan indikasi yang kuat bahwa sistem 
pemerintahan di tangan rakyat sangat mungkin untuk diwujudkan. 
Dalam pelaksanaan pemilukada secara langsung apabila dilihat dari aspek 
normatifnya, keberadaan partai politik memang memainkan peran yang sangat 
signifikan untuk menjual seorang calon kepala daerah kepada publik. Ini dapat 
diamati dalam pasal 56 ayat (2) UU 32/2004 yang dengan tegas menyebutkan bahwa 
pasangan calon kepala daerah diajukan oleh parpol atau gabungan parpol. Oleh 
karena itu, dapat dipahami bahwa peran partai politik sangat menentukan dalam 
pemilukada sebagai salah satu mesin politik meskipun pada perkembangan 
berikutnya telah ada aturan yang mengatur tentang adanya calon perseorangan yang 
dituangkan dalam UU no 12 Tahun 2008 bilamana seorang calon ingin menjadi 
kepala daerah tanpa melalui partai politik.  
Melalui proses rekruitmen politik yang telah diterapkan oleh sejumlah Parpol, 
seringkali dikhawatirkan pula terbuka ruang politik yang lebih Iuas akan terjadinya 
oligarki partai yang ditandai dengan dominasinya keputusan elit partai untuk 
menentukan pasangan calon kepala daerah termasuk didalamnya penentuan calon 
yang terkesan didrop dari pusat. Dan kalau sekiranya, fenomena oligarki partai 
tersebut semakin mengeras dalam dinamika politik lokal maka tidak menutup 
kemungkinan gejala ini dapat menimbulkan penyimpangan demokrasi. Ini sangat 
logis, karena dalam sebuah negara demokrasi rekruitmen politik bukanlah merupakan 
domain dari sekelompok kecil orang melainkan membuka peluang untuk 
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mengadakan kompetisi secara sehat karena semua orang mempunyai hak dan peluang 
sama 
Pada pelaksanaan pemilukada atau masa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Tana Toraja tahun 2010, warga masyarakat yang sudah punya hak untuk terlibat di 
dalam pemilukada, jadi sasaran perebutan oleh kekuatan-kekuatan politik seperti 
partai politik. Kekuatan-kekuatan politik yang bertarung memenangkan pemilukada 
tak punya pilihan lain, selain menciptakan kondisi terbaik dan menarik untuk 
merebut hati warga masyarakat yang akan memilih (voters). Walaupun telah selesai 
dilaksanakan pada bulan Juni 2010, namun pemilihan kepala daerah Tana Toraja masih 
tetap di perbincangkan di kalangan masyarakat ataupun para elit lokalnya. Pertarungan  
kandidat seru dan tak terelakkan. Pertarungan politik yang dibumbui sentimen 
kepentingan dan ideologi. Di Tana Toraja, hanya Partai Golkar yang bisa mencalonkan 
kandidat secara tunggal. Dengan 7 kursi di DPRD Kabupaten, Golkar melampaui 15 
persen sebagaimana disyaratkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. Partai lain berkoalisi karena jumlah kursi yang kurang, yaitu PPDK dengan 3 kursi, 
Partai Penegak Demokrasi Indonesia dengan 2 kursi, PKS dengan 2 kursi, PDS dengan  2 
kursi, PDI-P dengan 3 kursi, Demokrat dengan 4 kursi dan enam partai lainya, yaitu 
Hanura, Partai Karya Peduli Bangsa, Gerindra, PKPI, PAN, PPD, Partai Rupublika 
Nusantara, yang masing-masing mendapatkan satu kursi dari jumlah keseluruhan 30 kursi 
yang ada di DPRD Kabupaten Tana Toraja. 
Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun  2010 konstalasi 
kekuatan partai politik lebih mengarah pada tiga pasangan yang telah memperoleh suara 
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tiga teratas pada pemilukada yang lalu. Partai Golkar yang meraih suara pemilu legislatif 
2009 berkisar 23,3 persen, telah menetapkan Theofilus Allorerung, SE dengan Adelheid 
Sosang, Sp. MH sebagai calon bupati-wakil bupati. Sementara, koalisi PAN, PDK, dan 
PDIP lebih memilih pasangan Ir. Nicodemus Biringkanae dengan Drs. Kendek Rante. 
Sedang Demokrat dan Republikan menjagokan Victor Datuan, SH berpasangan dengan 
Rosina Palloan, SE. Mh.  
Tidak dapat dipungkiri bahwa partai mempunyai peranan yang sangat besar 
dalam memberikan dukungan politik, Oleh karena itu partai politik dijadikan sebagai 
kendaraan politik sebagai salah satu jalan masuk untuk mencalonkan diri sebagai 
kepala daerah, sehingga orang yang berada diluar partai berusaha untuk memperoleh 
akses tersebut. Dalam penelitian ini terlihat bahwa sebagian dari calon elit politik 
lokal  melakukan pendekatan terhadap partai politik yang ada. Hal ini dibenarkan 
oleh Bapak Nelli A Dasse selaku pelaksana tugas harian Partai Demokrat: 
"….sebelum adanya pendaftaran calon dari KPU, ada sekitar beberapa 
orang yang datang mendaftar di partai kami dan kami tidak langsung 
menerima juga tidak langsung menolak untuk maju dalam pemilukada 
kemarin. Namun terlebih dahulu kami akan melakukan penjaringan/seleksi 
yang dilakukan oleh tim yang di bentuk khusus (tim 8) terhadap orang-orang 
tersebut yang betul-betul akan menjadikan Tana Toraja sebagai Kabupaten 
yang maju”29
Hal   serupa   juga   diungkapkan   juga   oleh   Bapak Yohanis Lintin 
 
                                                          
29 Wawancara dengan Nelli A Dasse selaku tugas pelaksana harian Demokrat 
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Paembongan  (Ketua Partai PDI-P): 
"….ada beberapa yang datang membicarakan masalah pencalonan dalam 
pemilukada yang lalu dan mereka menawarkan diri untuk bergabung 
bersama partai kami. Tetapi kami hanya menampung saja dulu,pada saat itu  
dan kami akan melihat siapa yang berpeluang menjadi pemenangnya apabila 
dilihat dari orientasinya"30
"….kami sudah menentukan calon yang maju jauh sebelumnya melalui rapat 
internal partai dan telah disetujui oleh DPD profinsi yang bukanlah berasal 
dari kader Golkar tetapi orang tersebut berasal dari luar kader. Dan pada 
saat itu kami sudah melakukan sosialisasi kepada kader tingkat lembang 
tentang calon yang kami anggap bisa membawa perubahan yang lebih baik di 
Tana Toraja "
 
Sementara itu  Ketua Golkar Bapak Welem Sambolangi  mengatakan bahwa 
pihaknya sudah menyiapkan calon bupati. Berikut pernyataannya: 
31
Penulis melihat disini bahwa partai politik menjadi instrumen stabilitas politik 
yang sangat efektif. Peran serta partai politik dalam proses demokrasi menjadi hal 
yang amat penting, karena tanpa peran serta parpol, negara akan mengalami 
destabilisasi politik. Bagi masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dan Indonesia secara 
keseluruhan tentunya tidak ada pilihan lain, bahwa pemilihan kepala daerah langsung 
menjadi bagian integral antara partisipasi politik rakyat dengan partai politik itu 
sendiri. Konsekuensinya, individu-individu sebagai bagian dari masyarakat sekaligus 
 
 
                                                          
30 Wawancara dengan ketua PDIP Tana Toraja, Lintin Paembongan 
31 Wawancara dengan ketua Golkar Tana Toraja, Welwm Sambolangi 
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pelaku politik dalam pemilukada langsung dituntut terlibat aktif agar arena demokrasi 
ditingkat lokal berjalan dengan aman dan dengan tingkat partisipasi yang tinggi. 
Dari pemaparan diatas tersirat bahwa dalam partai politik tidak menutup 
kemungkinan memberikan kesempatan kepada orang yang di luar kader untuk maju 
dalam pemilukada dan dari kedua pamaparan di atas terlihat bahwa jauh sebelumnya 
para elit politik sudah berlomba melakukan lobby ke beberapa partai politik untuk 
diusung dalam pemilukada yang berlangsung Juni 2010 yang lalu. 
Kemenangan Golkar kini kembali lagi di Tana Toraja, dimana pasangan 
Theofilus dan Adelheid Sosang telah memenangkan pemilihan Kepala Daerah yang 
diusung dari partai besar yakni Golkar yang memiliki suara mayoritas di DPRD. 
Kemenangan pasangan ini tidak lepas dari peran serta Golkar sebagai kekuatan 
pendukungnya. Hasil wawancara dengan Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung 
SE  yang mengatakan  
“….salah satu faktor kemenangan saya pada Pemilukada kemarin adalah 
karena di dukung oleh Golkar yang notabene merupakan partai besar 
mempunyai infrastuktur lengkap dan luas yang memiliki banyak elit daerah 
yang menjadi pengagum dan pemilih tradisional Golkar yang solid sehingga 
masyarakat Tana Toraja sudah sangat mengenalnya (Partai Golkar)”.32
Faktor primordial dan kharisma tidak bisa tergantikan di mata masyarakat 
Tana Toraja. Contoh konkrit yang terjadi yakni adanya dua calon Bupati dari daerah 
 
 
                                                          
32  Wawancara dengan Bupati Tana Toraja Terpilih, Theofilus Allorerung, SE 
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kecamatan yang sama yaitu Saluputti yakni Theofilus Allorerung dan Nico 
Biringkanae. Padahal dilihat dari historisnya kecamatan tersebut juga sebagai salah 
satu basis kemenangan Pasangan Nico – Kendek Rante, tetapi kerabat dari Theofilus 
adalah pemimpin-pemimpin di wilayah  kecamatan itu sehingga pasangan Theofilus 
dan Adelheid mampu meraih suara mayoritas disebabkan karena karisma tokoh 
tersebut  
Hal yang sama diungkapakan juga oleh ketua parta Golkar Tana Toraja dari 
wawancara, penulis mencoba menggambarkan dasar penetapan tersebut dengan 
mengajukan pertanyaan, apakah salah satu syarat menetapkan calon kepala daerah 
“....Golkar itu adalah partai rasional. Maksudnya, Golkar dalam penetapan 
calonnya selalu melihat hasil dari kapabilitas sang calon. Meskipun Pak 
Theofilus bukan sebagai kader dalam partai, tapi kami (Golkar) melihat 
faktor-faktor lain bahwa Pak Theofilus itu memiliki pengalaman yang sangat 
banyak di pemerintahan Theofilus memulai karir dari tingkat bawah sampai 
sekarang (Bupati), jadi boleh dibilang Pak Theofilus itu seorang birokrat 
sejati...” dan dia mempunyai sosok kharismatik seorang pemimpin sehingga 
dia disegani di depan mata masyarakat.33
Teori Pertukaran Jaringan (network exchange theory) atau disingkat NET 
yang dikembangkan oleh Markovsky, Wilier dan rekannya mengasumsikan bahwa 
kekuasaan ditentukan oleh struktur jaringan, khususnya ketersediaan koneksi 
 
 
                                                          
33  Wawancara dengan Ketua partai Golkar Welem Sambolangi 
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alternatif di antara aktor34
Fenomena pertama yang akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan 
NET ini Terpilihnya Theofilus dan Adelheid sebagai pasangan yang diusung oleh 
Partai Golkar tanpa adanya prose mekanisme rekruitmen dalam partai menandakan 
bahwa pasangan ini mempunyai koneksi jaringan yang sangat besar/kuat di dalam 
lingkaran elit partai Golkar Tana Toraja, terlihat dari Adelheid merupakan istri dari 
Amping Situru SH yang notabene mantan pejabat bupati Tana Toraja selama 2 
periode dan juga sebagai mantan ketua umum Partai Golkar Toraja sebelumnya. 
. Ide fundamental dibalik teori pertukaran jaringan adalah 
bahwa setiap pertukaran sosial terjadi dalam konteks jaringan pertukaran sosial yang 
lebih besar. teori pertukaran jaringan terutama menitikberatkan pada pada isu 
kekuasaan. Premis dasarnya adalah bahwa semakin besar peluang aktor untuk 
melakukan pertukaran, semakin besar kekuasaan si aktor. Diasumsikan bahwa 
peluang untuk pertukaran ini secara langsung berkaitan dengan struktur jaringan, 
aktor akan bervariasi dalam peluang mereka untuk bertukar keuntungan dan 
karenanya akan bervariasi dalam kemampuannya untuk mengontrol atau 
mengakumulasi profit. Pertukaran Jaringan  membedakan antara dua tipe jaringan 
yakni kuat dan lemah yang didasarkan pada apakah aktor dapat dikeluarkan dari 
pertukaran atau tidak. Jaringan kekuasaan yang kuat meliputi beberapa aktor yang 
tidak dapat dikeluarkan (aktor kekuasaan tinggi) dan aktor lain yang dikeluarkan 
(aktor kekuasaan rendah).  
                                                          
34 Warkosky dan Miller 
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Yang kedua adalah fenomena persaingan beberapa calon yang mendaftar baik 
itu dari luar partai atupun kader Partai untuk menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati 
Tana Toraja periode 2010/2015 yang diusung oleh Partai Demokrat. Victor Datuan, 
SH dan Rosina Palloan, SE. Mh yang terpilih menjadi calon lewat Demokrat berhasil 
menjadi calon yang diusung secara resmi oleh Demokrat yang terkesan mendapatkan 
dukungan dari elit partai  mengindikasikan bahwa keduanya merupakan aktor dengan 
kekuasaan yang besar/tinggi dalam Demokrat dibandingkan dengan bakal calon lain 
meskipun diantaranya terdapat kader partai dalam persaingan tersebut.  
Secara umum, dengan menggunakan teori pertukaran jaringan untuk 
menjelaskan terpilihnya ke dua pasangan calon di atas yang diusung pada pemilihan 
Bupati/Wakil Bupati Tana Toraja dapat dijelaskan bahwa pasangan tersebut tidak 
bisa dilepaspisahkan dengan konektivitas jaringan dengan elit local Partai yang telah 
ada sebelumnya Dan juga bergantung pada tinggi rendahnya kekuasaan yang dimiliki 
serta kemungkinan untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan. Sebab setiap 
orang, kelompok bahkan partai politik sekalipun selalu berada pada naluri untuk 
memperolah kekuasaan. 
Partai politik dalam melakukan koalisi untuk mengusung calon Bupati dan 
Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2010 pastilah berangkat dari keinginan 
memaksimalkan kepentingan mereka. Sebab dalam pembentukan koalisi tersebut 
selalu diawali dengan kesepahaman-kesepahaman politik yang ingin dicapai. Lihatlah 
bagaimana dalam menentukan calon pasangan kandidat Nico Birinkanae yang dusung 
  
 69 
oleh banyak partai. Bagi para calon Bupati dan Wakil Bupati menarik berbagai partai 
politik untuk menjadi satu dalam koalisi merupakan suatu kekuatan yang perlu 
dipertimbangkan dalam rangka meningkatkan kemungkinan untuk menang. 
 “….kami melobi beberapa partai yang bisa kami ajak koalisi, semakin 
banyak partai yang mendukung semakin besar pula kemenangan yang bisa 
kami raih karena di dalam partai terdapat kader-kader yang bisa ikut untuk 
melakukan sosialisasi tentang visi dan misi. Selain itu terdapat pula 
simpaisan partai yang merupakan kelompok pemilih aktif”35
"….Kami melobi beberapa partai yang bisa kami ajak koalisi, kemudian 
terjun langsung mengunjungi desa-desa dan tokoh masyarakat untuk 
melakukan sosialisasi tentang visi dan misi kami  agar masyarakat  tahu  apa  
program  kerja  kami ke depannya.
 
 
Seperti juga dikemukakan juga oleh Rosalina Palloan dalam rangka 
memperoleh dukungan politik, sebagai berikut: 
36
Secara umum, dengan menggunakan teori pertukaran jaringan untuk menjelaskan 
polarisasi partai politik daiam berkoalisi mengusung calon pada pemilihan Bupati/Wakil 
Bupati Tana Toraj dapat dijelaskan bahwa polarisasi tersebut tidak bisa dilepaspisahkan 
dengan konektivitas jaringan yang telah ada sebelumnya. Dan juga bergantung pada tinggi 
rendahnya kekuasaan yang dimiliki serta kemungkinan untuk memperoleh keuntungan 
 
 
                                                          
35 Wawancara dengan salah satu kandidat pemilukada Tana Toraja Tahun 2010.nico biringkanae 
36 Wawancara dengan salah satu kandidat pemilukada Tana Toraja Tahun 2010 Rosina Palloan 
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yang diinginkan. Sebab setiap orang, kelompok bahkan partai politik sekalipun selalu 
berada pada naluri untuk memperolah kekuasaan. 
Disebutkan bahwa basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua orang 
aktor, masing-masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak yang 
lain. Perhatian satu orang terhadap sumber daya yang dikendalikan orang Iain itulah yang 
menyebabkan keduanya terlibat daiam tindakan saling membutuhkanSelaku aktor yang 
mempunyai tujuan, masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan 
kepentingannya yang memberikan cirri saling tergantung atau ciri sistemik terhadap 
tindakan mereka. 
Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa Partai politik dalam melakukan koalisi 
untuk mengusung calon Bupati/Wakil Bupati Tana Toraja pastilah berangkat dari 
keinginan memaksimalkan kepentingan mereka. Sebab dalam pembentukan koalisi 
tersebut selalu diawali dengan kesepahaman-kesepahaman politik yang ingin dicapai. 
Lihatlah bagaimana dalam menentukan calon pasangan kandidat  Nico Birinkanae dan 
yang dusung oleh banyak partai. Bagi para calon Bupati dan Wakil Bupati menarik 
berbagai partai politik untuk menjadi satu dalam koalisi merupakan suatu kekuatan yang 
perlu dipertimbangkan dalam rangka meningkatkan kemungkinan untuk menang. 
Wawancara dengan salah satu kandidat pada pemilukada Tana Toraja Tahun 
2010.nico biringkanae 
“….kami melobi beberapa partai yang bias kami ajak koalisi, semakin 
banyak partai yang mendukung semakin besar pula kemenangan yang bisa 
kami raih karena di dalam partai terdapat kader-kader yagn bisa ikut untuk 
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melakukan sosialisasi tentang visi dan misi. Selain itu terdapat pula 
simpatisan partai yang merupakan kelompok pemilih aktif”37
Dalam kultur masyarakat Toraja, tokoh-tokoh adat dan agama masih menjadi 
pemimpin opini di tingkat masyarakat yang suaranya masih didengar. Oleh sebab 
itu, tidak heran bila banyak  kandidat dan tim sukses melakukan berbagai pendekatan 
  
Betapapun peranan parpol dalam proses Pemilukada langsung semakin 
berkurang secara signifikan dibandingkan dengan pemilihan anggota legislatif, 
namun parpol merupakan organisasi yang paling siap melakukan langkah dan 
tindakan poiitik yang mampu mempengaruhi proses Pemilukada. Partai politik adalah 
pihak yang diberikan wewenang mencalonkan kandidat yang dianggapnya layak, 
sekalipun mungkin masyarakat menilainya ada kandidat lain yang lebih layak dan 
mendapat dukungan luas. Sekalipun Pemilukada ini dilakukan secara langsung 
dimana masyarakat pemlih yang akan menentukan siapa yang akan menjadi 
pemenangnya, namun parpol sebagai organisasi politik yang mempunyai infrastuktur 
lengkap dan luas akan memainkan peranan penting dalam mempengaruhi sikap 
pemilih. 
 
B. Kekuatan Kelompok Kepentingan Dalam Pemilukada Langsung Tana Toraja 
Tahun 2010 
B.1 Kekuatan Tokoh Masyarakat pada Pemilukada Tana Toraja 
Tahun 2010 
                                                          
37 Wawancara dengan salah satu kandidat Bupati Tana Toraja Nico Biringkanae 
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dan strategi untuk mempengaruhi opini orang-orang tersebut, dengan harapan tokoh 
tersebut akan menggunakan pengaruhnya untuk memilih sang kandidat sesuai 
dengan teori yang dikemukakan oleh James S. Coleman dalam teori rational 
choicenya mengatakan aktor menjadi kunci untuk mempengaruhi pilihan masyarakat 
agar mengikuti kemauan para actor, artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakan 
tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut38
"Saya rasa hal ini sangat tepat dan efektif bagi para calon untuk 
mempengaruhi mayarakat dengan datang langsung ke desa-desa. Apalagi di 
Tana Toraja ini, masyarakat masih percaya kepada tokoh masyarakat artinya 
bahwa kami masih bisa memberikan pengaruh kepada masyarakat tetapi 
kamipun sudah memikirkan bahwa inilah yang terbaik untuk masyarakat".
. Untuk mencapai tujuan tersebut 
maka, seperti ditambahkan oleh Coleman, bahwa setiap aktor politik harus mampu 
memaksimalkan modal serta sumberdaya yang dimiliki 
Dengan melihat kondisi masyarakat Tana Toraja yang sebagian besar masih 
menganut budaya patron client, kandidat merekrut beberapa elit lokal yang paling 
berpengaruh di Tana Toraja untuk kemudian dijadikan tim sukses untuk menarik 
simpatisan sebanyak-banyaknya. Sesuai dengan wawancara dengan salah satu tokoh 
adat  
39
“Saya tidak terlibat secara langsung dengan kapasitas saya sebagai   
 
Seperti halnya yang diungkapkan juga dari salah seorang tokoh agama Lewi Sima’ 
mengatakan bahwa 
                                                          
38 James S Coleman 
39 Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Paulus Sura’ 
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seorang tokoh agama, tapi apabila secara personal iya saya terlibat dan 
mendukung salah satu calon.”40
“….Banyaknya Tokoh masyarakat yang berkumpul dalam tim sukses 
independen pasangan TELADAN merupakan keuntungan buat pasangan 
tersebut. Dengan kehadiran mereka (tokoh masyarakat), pasangan ini tidak  
kesulitan dalam meraup suara karena masyarakat Tana Toraja cenderung 
menitikberatkan pilihannya pada figur ketokohan sehingga keberhasilan 
 
Penulis disini menilai bahwa adanya tokoh masyarakat dalam suatu   
kelompok masyarakat yang dipercaya mampu menjadi pemimpin dan bisa 
membimbing komunitas masyarakatnya untuk kehidupan yang terjadi harmonisasi, 
aman dan makmur. Mereka dipilih sebagai pemimpin dalam masyarakat karena 
dianggap sangat berpengaruh dan bisa membawa aspirasi dari masyarakat sehingga 
pada pemilukada Tana Toraja 2010 yang lalu peranan tokoh masyarakat dibutuhkan 
oleh kandidat sebagai salah satu tim sukses.  
Fenomena tersebut dipergunakan oleh setiap kandidat untuk menarik 
dukungan massa cair maupun massa rasional di Tana Toraja. Pada tataran 
memperoleh simpati dan legitimasi 'semu'  dari masyarakat, maka pasangan calon 
berlomba-lomba mendekati para tokoh masyarakat ini. Artinya, tiap kandidat sangat 
mengerti dan kemudian memanfaatkan pola patronase elit informal yang 
dipergunakan untuk menggalang dukungan massa. 
Tokoh masyarakat, Yafet Solla mengatakan: 
                                                          
40 Hasil wanwancra dengan tokoh agama Lewi Sima’ 
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Theofilus Allorerung memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Tana Toraja 
2010  tak lepas dari strategi tim sukses yang diterapkanya.…”41
“….Elit lokal yang kami rekrut tidak sembarangan untuk menjadi tim sukses. 
Kami merekrut elit lokal yang memiliki pengalaman dan pencitraan yang 
tidak perlu diragukan lagi. Adapun elit mau membantu pasangan TELADAN 
pada pemilukada yang lalu karena mereka sudah percaya dengan visi dan 
misi yang kami susun dengan selalu memperhatikan nasib rakyat rakyat 
kecil.…”
      
Sejauh ini, pola komunikasi tradisional masih menjadi pilihan strategi 
dominan oleh para kandidat dan tim sukses. Tokoh masyarakat merupakan sasaran 
kampanye paling strategis, sehingga hampir setiap saat desa dikunjungi oleh para 
kandidat. Keyakinan para kandidat dan tim sukses terhadap pengaruh tokoh 
masyarakat menjadi penyebab kenapa dipilih sebagai arena kampanye. 
Pola-pola ini merupakan pola-pola umum yang digunakan hampir oleh 
pasangan kandidat mencalonkan diri dalam bursa politik di Tana Toraja tahun 2010. 
Sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat Tana Toraja, tokoh masyarakat   masih   
dipandang   penting   dalam   sistem   kepercayaan masyarakat termasuk dalam 
persoalan politik Bupati Tana Toraja terpilih Theofilus Allorerung mengatakan:  
42
                                                          
41 Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, Yafet Solla, 24 Maret 2011,  pukul 19.21 WITA, 
Mengkendek, Tana Toraja 
42 Hasil Wawancara dengan Bupati terpilih Tana Toraja Theofilus Allorerng, 30 Juni 2011, pukul 08.30 
WITA , JlnSultan Hasanuddin . 
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Penulis beranggapan bahwa karena seorang individu yang di percaya mampu 
menjadi pemimpin dan membimbing komunitas masyarakatnya untuk kehidupan 
yang terjadi harmonisasi, aman dan makmur. Peranan kaum adat sangat penting dalam 
pengambil keputusan dalam hal kebijakan. Adanya individu yang dipilih sebagai wakil 
aspirasi dari masyarakatnya, dimana mereka adalah orang-orang yang berpengaruh 
sehingga di rekrut untuk menjadi tim sukses . 
Teori kemasyarakatan yang disusun oleh kaum pluralisme mengambarkan 
bahwa masyarakat bukanlah tersusun dari individu, akan tetapi dibentuk oleh 
kelompok. Kelompok dianggap sebagai unit dasar dari masyarakat. Beranjak dari 
pemahaman tersebut, maka suatu kelompok diartikan sebagai suatu perikatan manusia 
dari suatu masyarakat, dapat dikenali, namun bukan sebagi suatu kumpulan-kumpulan 
massa lainnya, akan tetapi merupakan suatu aktivitas dari sekumpulan orang banyak 
yang tidak menafikan orang-orang yang berpartisipasi di dalam aktivitas tersebut untuk 
mengambil bagian di dalam berbagai kegiatan kelompok lainnya. 
Walaupun terkadang kelompok dari tokoh masyarakat ini seringkali menjadi 
obyek dalam proses transisi pemilihan Kepala daerah, yang mampu mempengaruhi 
masyarakatnya. Tokoh masyarakat di beberapa daerah juga masih merupakan tokoh 
dari partai politik. Karena adanya bargaining yang terjadi antara partai politik dengan 
individu yang berpengaruh dalam suatu daerah. Sampai terkadang menjadi pengurus 
inti partai politik, sehingga tokoh masyarakat yang dihormati dan dijunjung masih sulit 
dibedakan perannya dalam partai politik. Ada juga tokoh masyarakat yang disegani 
karena dianggap sebagai guru spiritual "agamis" sehingga nasehatnya dianggap sebagai 
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suatu kebenaran yang datang dari Tuhan. 
Hal ini seperti yang diungkapkan salah seorang tokoh agama: 
"kami hanya ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat dengan cara 
memberitahukan bahwa calon ini yang sudah datang kepada kami sudah 
berjanji untuk mensejahterakan masyarakat. Dan yang paling penting bagi 
kami adalah bagaimana orang tersebut memiliki tingkat keimanan yang 
tinggi, sehingga bisa membawa Toraja ini ke arah yang lebih baik, bebas 
dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan masyarakat nantinya.”43
“Bagaimana jika seseorang pemimpin bermoral buruk maka dampaknya juga 
terkena kepada masyarakat. Akan banyak nantinya penyimpangan yang 
terjadi dan kita tidak mengininkan hal itu.. sebagai seorang pemimpin 
tentunya harus memiliki akhlak dan moral yang baik berdasarkan dengan 
agama, apalagi sebagai pemimpin masyarakat dalam mengemban amanat 
rakyat. Dan sifat seperti itu ada pada diri seorang pak Theofilus”
 
Informan yang merupakan tokoh agama berpendapat bahwa pada prinsipnya 
pemimpin itu mesti dekat dengan masyarakat, dan memiliki kecerdasan serta aklhak 
yang baik untuk dijadikan panutan bagi masyarakat. 
 
Wawancaradengan salah seorang tokoh agama,  
44
Hampir di seluruh wilayah Tana Toraja untuk menggalang kekuatan massa 
dalam pemilihan kepala daerah para kandidat berusaha mendekati tokoh masyarakat 
 
                                                          
43 Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat,  Nathaniel Bassa 
44 Wawancara dengan Pendeta Kibaid Jhon Rurak 28 Mei 2011 
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yang dianggap berpengaruh di sekitarnya. Dengan cara melakukan kontrak politik baik 
sebelum diadakan pemilukada langsung maupun sesudahnya. Ide kontrak politik 
menjadi agenda publik atau rakyat di daerah agar demokrasi di tingkat lokal bisa 
bermakna dan memberikan perubahan bagi pemilik suara sah tersebut, yakni rakyat. 
Tetapi sayangnya kontrak politik disini bukan untuk kepentingan umum masyarakat 
seluruhnya, akan tetapi iming-iming yang diberikan oleh pasangan calon apabila 
telah menang ataupun sedang berlangsungnya proses Pemilukada. Kontrak politik disini 
justru terjadi pada indivtdu-individu dan organisasi-organisasi yang berpengaruh.  
Berbeda dengan beberapa tokoh masyarakat yang lain, yang dengan tegas 
memperlihatkan secara langsung dukungannya bahkan dari mereka ada yang menjadi 
tim pemenangan salah satu kandidat, tokoh tersebut merupakan salah satu tokoh Adat 
sekaligus juga sebagai kepala Lembang yakni, Julius Rante. 
 
Berikut petikan wawancara singkat dengan beliau : 
“ Keterlibatan saya pada saat pemilihan pilkada pada tahun 2010 dengan  
mendukung salah satu calon, ikut terlibat langsung dalam tim sukses tentu 
saja dengan adanya kesepahaman/kontrak politik yang telah disepakati 
sebelunmya.”45
Dari pemaparan-pemaparan diatas, maka dapat dilihat banyaknya elit politik 
yang mempunyai keinginan yang sama untuk menjadi pemimpin, kemudian 
 
                                                          
45 Hasil wawancara dengan tokoh adat Julis Rante 
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melakukan berbagai kegiatan-kegiatan politik untuk melancarkan rencananya 
tersebut karena adanya suatu kepentingan masing-masing yang ingin dicapai. 
Kontrak sosial pun terjadi di beberapa dusun dan desa yang tersebar di 
Kabupaten Tana Torajaayang belum tersentuh oleh para kandidat Kepala Daerah. 
Kontrak yang diberikan baik sebelum pemilihan maupun sesudah kemenangan. 
Melalui Kepala Lembang setempat diberikan materi berupa uang sedangkan material 
berupa semen, pasir dan batu untuk pembuatan prasarana kepada dusun dan desa 
yang terpencil.  
 
B.2 Kekuatan Birokrasi pada Pemilukada Tana Toraja Tahun 2010 
Birokrasi memainkan peranan penting dalam realitas politik, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Sejak awal kemerdekaan hingga kini birokrasi telah 
banyak memainkan peranan dalam sistem politik Indonesia. Bahkan pada masa Orde 
Baru birokrasi menjelma menjadi salah satu kekuatan politik di masa itu. Fenomena ini 
sangat menarik di tengah tuntutan birokrasi modern yang memiliki ciri antara lain 
apolitis, profesional, rasional, efektif dan efisien. 
Politisasi birokrasi pada era reformasi ini tidak hanya pada tingkat pusat saja, di 
daerahpun dengan adanya pemilihan daerah secara langsung memungkinkan terjadinya 
hal tersebut. Dalam sebuah pemilihan aparat birokrasi sebenarnya dituntut netral, akan 
tetapi dilain pihak mereka juga memiliki hak untuk memilih. Didukung oleh masih 
kentalnya sifat patrimonial dalam birokrasi hingga saat ini, dan kenyataan bahwa 
birokrasilah yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Maka aparat birokrasi didaerah 
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dimungkinkan untuk dijadikan alat mobilisasi massa dengan kompensasi jabatan tertentu 
nantinya. Di beberapa daerah yang telah melakukan pemilihan langsung, setelah Kepala 
Daerah terpilih resmi diangkat maka kegiatan mutasi jabatan tertentu menjadi hal yang 
maklum. Dengan demikian birokrasi dijadikan kue politik untuk dibagi-bagi kepada 
orang-orang yang dianggap berjasa. Akhirnya, warna tim sukses Kepala Daerah 
mendominasi pemerintahan daerah periode tersebut. 
Ada tuntutan yang memuncak agar PNS bisa menunjukkan kenetralannya. 
Sebab, jika abdi negara ini berpihak, kosentrasinya dalam menjalankan tugasnya akan 
pecah. Hal ini seakan menjadi dilema. Di satu sisi jika tidak memihak kedudukannya 
akan terancam di sisi lain peraturan telah siap menghadang. 
Tuntutan netralitas ini sebenarnya tidak datang dengan sendirinya. Ia muncul 
karena di berbagai daerah ada kecenderungan yang menjadikan birokrasi sebagai mesin 
politik dan mesin uang untuk kemenangan pihak tertentu dalam Pilkada. Dengan potensi 
keuangan dan sumber daya yang besar, PNS dapat dijadikan lumbung suara. Belum lagi 
status sosial beberapa anggota PNS yang dijadikan tokoh masyarakat. Perkataannya 
dapat mempengaruhi masyarakat disekitarnya. 
Kepentingan menjaga netralitas PNS dalam suksesi kepala daerah bukan perkara 
suka atau tidak suka terhadap kandidat atau parpol yang mengusung. Ini semua demi 
terselenggaranya pelayanan kepada masyarkat tidak terganggu. 
Untuk menjaga kenetralan itu (tidak terjebak dalam dukung-mendukung) 
kalangan PNS harus memahami aturan hukum dan ketentuan lainnya, termasuk etika 
profesi PNS dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada langsung. Ada rambu-rambu yang 
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harus dipatuhi PNS soal tuntutan netralitas ini, antara lain, UU No 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, PP No 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, 
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Surat 
Edaran Menpan No: SE/08.A/M.PAN/5/2005. 
Dalam pasal 61 PP No 6 Tahun 2005 dengan jelas menyatakan, dalam 
kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan hakim pada semua 
peradilan, pejabat BUMN/BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan 
negeri, dan kepala desa. Di sana juga disebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan 
fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau 
tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa 
kampanye. Pemberlakukan aturan main juga tertuang dalam pasal 79 ayat 4 UU No 
32/2004 yang mengatur tentang larangan PNS, anggota TNI dan Polri sebagai peserta 
kampanye dan juru kampanye dalam Pilkada. Namun bagaimanapun aturan yang ada 
tersebut tetap ada celah yang tak bisa ditembus oleh perangkat kaca mata hukum karena 
beragamnya motif, model dan bentuk keberpihakan PNS terhadap kontestan pilkada 
yang ada, apalagi aturan tersebut hanya mengatur secara normatif belum menyentuh 
aspek substansial. Selain itu sulitnya membedakan antara kegiatan administratif 
formalistik yang dijalankan oleh birokrasi antara tuntutan profesionalitas dengan balutan 
yang sebenarnya dukungan informalistik terselubung terhadap pasangan calon tertentu, 
apalagi jika kegiatannya berlangsung di saat di luar jam dinas para PNS, maka kata 
netralitas itu hanya akan menjadi sebuah bayangan semu belaka dan akan tetap menjadi 
sebuah lubang yang gelap untuk diselidiki, dia terasa tetapi tidak teraba. 
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Aparat birokrasi (PNS) sebagai bagian dari suatu masyarakat politik, memiliki 
hak yang sama dalam proses Pemilihan Kepala Daerah, hak dipilih dan memilih. Akan 
tetapi di sisi lain, PNS sebagai Public Servant yang harus melayani kepentingan semua 
elemen masyarakat, maka hak-hak politiknya perlu diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Hal ini dimaksudkan agar jabata publiknya tidak disalahgunakan untuk 
kepentingan partisan, dan atau tidak menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan 
partisan. PNS pada dasarnya harus netral kerangka inilah yang harus senantiasa berperan 
dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung 
Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa yang mempengaruhi netralitas 
birokrasi yaitu sentimen primordialisme dan logika kekuasaan. Faktor primordialisme 
lebih kepada kedekatan etnisitas, kesukuan dan agama. Sedangkan faktor logika 
kekuasaan dikarenakan adanya ketidakpastian sistem dalam penjenjangan karir seorang 
PNS. Ada sebuah spekulasi politik dan kekuasaan yang diharapkan dari PNS yang 
memberikan dukungan politik kepada kontestan pilkada, yaitu akan meningkatkan karir 
di birokrasi ketika calon yang didukung menang ataupun pengankatan dari tenaga 
honorer menjadi PNS. Pada satu sisi PNS diharapkan bersikap professional, akan tetapi 
dalam penjenjangan karirnya, karir PNS sangat ditentukan oleh pejabat Pembina PNS, 
dalam hal ini Gubernur, Bupati atau Walikota. Sementara mereka kepala daerah adalah 
pejabat politik yang dipilih melalui mekanisme politik. Oleh sebab itulah kepala daerah 
terpilih dari partai politik, memiliki kekuasaan yang sangat kuat (powerfull authority) 
untuk menarik PNS dalam politik praktis. 
Pada Pemilukada Tana Toraja tahun 2010 Pegawai Negeri Sipil secara terang-
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terangan mendukung dengan jalan mengajak kerabatnya yang masih tenaga honorer 
untuk mencari massa pendukung dengan catatan jika calon terpilih maka akan ada 
perbaikan nasib dalam hal ini secepatnya menjadi calon Pegawai Negeri Sipil (cPNS). 
Hal ini terbukti dengan pengakuan salah seorang staf di Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tana Toraja yang tidak mau disebutkan namanya, sebut saja NN, dia mengatakan bahwa 
“sebagai bawahan yang loyal pada atasannya maka seharusnya kita 
menjalankan apa yang diinstruksikan oleh atasan “46
Anehnya birokrat yang menjalankan prinsip netral (netralitas) malah menjadi 
korban dan dimutasi ke tempat-tempat yang tidak mereka kuasai bidangnya, tidak sesuai 
dengan latar belakang keilmuan atau dibiarkan kariernya jalan ditempat oleh kepala 
daerah terpilih melalui pilkada. Mereka yang aktif berpolitik dan menjadi tim sukses 
tentunya secara terselubung (dalam hal ini para pegawai negeri sipil) justru menuai 
 
Penulis beranggapan bahwa dalam sebuah pemilihan aparat birokrasi sebenarnya 
dituntut netral, akan tetapi dilain pihak mereka juga memiliki hak untuk memilih dan 
loyalitas kepada atasan. Didukung oleh masih kentalnya sifat patrimonial dalam 
birokrasi hingga saat ini, dan kenyataan bahwa birokrasilah yang bersentuhan langsung 
dengan rakyat. Maka aparat birokrasi didaerah dimungkinkan untuk dijadikan alat 
mobilisasi masa dengan adanya sebuah spekulasi politik dan kekuasaan yang diharapkan 
dari PNS yang memberikan dukungan politik kepada kontestan pilkada, yaitu akan 
meningkatkan karir di birokrasi ketika calon yang didukung menang. 
                                                          
46 Hasil wawancara dengan salah satu PNS tanggal 06 April 2011 
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banyak keuntungan pasca jagoan mereka terpilih sebagai kepala daerah. 
Hal ini terjadi mengingat faktor budaya politik dan budaya birokrasi di Indonesia 
yang ternyata tidak sejalan dengan proses liberalisasi politik dan system demokratisi 
secara langsung. Belum hilangnya ingatan masyarakat akan kentalnya keberpihakan 
birokrasi terhadap Golkar dalam pemilu dasawarsa lalu dan diperparah dengan 
masyarakat yang masih menganut patronase politik dan budaya feodalistik, netralitas 
birokrasi menjadi sesuatu yang sangat utopia. Pola hubungan patron-client serta politik 
balas jasa, membuat posisi PNS menjadi lebih mudah terkooptasi oleh kepentingan 
politik rezim tingkat lokal.  
Sejak awal pelaksanaannya, pemilihan umum selalu diwarnai rekayasa, money 
politics, kebohongan publik, dan berbagai kecurangan lainnya akibat intervensi 
kepentingan-kepentingan politik terhadap birokrasi. Tidak terkecuali dalam pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Daerah Tana Toraja pegawai negeri sipil dijadikan sebagai alat untuk 
memenangkan pemilu seperti kasus pengerahan Kepala Desa dan PNS oleh Tim 
Kampanye, terutama apabila jika ada birokrat yang mencalonkan diri sebagai salah satu 
kandidat. Para pegawai negeri sipil dihadapkan pada dilema antara netralitas dan 
loyalitas terhadap atasan. Tetapi dalam wacana informalitas politik, para birokrat jelas 
tak bisa menghindari permainan politik dalam pilkada. 
‘ “Saya memilih pasangan TELADAN karena dia berasal dari lingkungan PNS, 
karenanya dia mengetahui hidup sebagai seorang pegawai makanya saya 
memilihnya dengan harapan dia bisa membawa perombakan nasib dalam 
kehidupan PNS tana Toraja kedepanya” 
Seperti halnya yang di utarakan juga oleh seorang PNS yang lain 
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“untuk apa saya memilih kandidat yang lain jangan sampai dia membuat 
kebijakan yang dapat merugikan kami sebagai seorang pegawai negri, lebih 
baik memilih dari satu kelompok yang sama” 
Dari pemaparan di atas penulis beranggapan bahwa kecenderungan PNS 
memberikan hak politiknya kepada pasangan Teladan dimana asumsi dasarnya berasal 
dari platform yang sama dimana pasangan ini backgroundnya dari PNS sehingga 
mereka(PNS) melihat nantinya dengan terpillihnya pasangan ini dapat membawa 
perubahan yang baik dalam struktur birokrat PNS ke depanya   
Dari hasil pilkada langsung sejak Juni 2010 yang sudah menghasilkan lebih dari 
270 kepala daerah, hampir 40 persen dimenangkan kalangan birokrat. Birokrat yang 
notabene adalah pegawai negeri sipil (PNS) memang tidak dilarang mencalonkan diri 
dalam pilkada. para pejabat pemerintah atau birokrat banyak yang turut ambil bagian. 
Mereka meninggalkan jabatannya untuk meraih jabatan yang lebih tinggi. 
Dalam pilkada memang tidak ada kewajiban bagi PNS yang mencalonkan diri 
untuk berhenti dari jabatan maupun sebagai PNS. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 Pasal 59 Ayat 5(g) hanya menyebutkan, pasangan calon wajib menyerahkan surat 
pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai 
negeri sipil.  
Pasal itu menjelaskan, bagi PNS atau birokrat yang maju mencalonkan diri 
sebagai kepala daerah hanya dikenai peraturan mundur dari jabatannya di pemerintahan 
tanpa kehilangan statusnya sebagai PNS. Apabila kalah, dia bisa kembali ke instansinya. 
Walaupun telah kehilangan jabatan, status PNS-nya masih dimiliki. 
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Muncul kecenderungan yang kuat bahwa ketika kesempatan terbuka lebar, para 
birokrat memiliki kemauan untuk ikut memperebutkan jabatan politik. Mereka 
mengajukan diri sebagai kandidat pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala 
daerah. Mereka umumnya top manager atau middle manager di daerah, khususnya yang 
duduk pada eselon II seperti sekretaris daerah (sekda), kepala dinas, kepala badan, dan 
sebagainya. 
Kecenderungan birokrat mencalonkan diri sebagai peserta pilkada menunjukan 
hal yang sering terjadi dan sangat mungkin menjadi tren politik ke depan. Mereka yang 
menempati eselon II mempunyai lebih banyak kemauan untuk maju dalam pilkada 
ketimbang eselon-eselon di bawahnya. Ada beberapa alasan mengapa para birokrat 
menentukan pilihan dengan memilih bertarung dalam pilkada langsung.. 
Seperti halnya juga yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja dimana pasangan 
terpilih berasal dari kalangan birokrasi sebut saja Theofilus Allorerung Se yang 
merupakan mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja, dia memilih mundur dari 
jabatannya dan ikut mencalonkan diri sebagai kandidat Bupati .  
“…..Kami (birokrasi) memiliki hak asasi politik untuk mengajukan diri dalam 
kompetisi politik memperebutkan jabatan puncak di daerah. Kedua, mereka 
mengaku dilamar partai politik atau koalisi partai politik, sehingga melihatnya 
sebagai amanah untuk maju dalam arena pilkada”. 
Menurut Ketua DPRD Tana Toraja,Welem Sambolangi 
“….undang-undang memberi kesempatan PNS ambil bagian dalam pilkada 
Sebab, PNS mempunyai latar belakang birokrasi yang dibutuhkan untuk 
memimpin daerah. Menurut dia, kepala daerah yang terpilih dari PNS banyak 
yang berhasil. "Mereka rata-rata malah lebih mempunyai etika birokrasi karena 
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mereka biasa hidup dalam suasana birokrasi," ujarnya.  
Dalam pemilukada memang tidak ada kewajiban bagi PNS yang mencalonkan 
diri untuk berhenti dari jabatan maupun sebagai PNS. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 Pasal 59 Ayat 5(g) hanya menyebutkan, pasangan calon wajib menyerahkan surat 
pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai 
negeri sipil.  
Pasal itu menjelaskan, bagi PNS atau birokrat yang maju mencalonkan diri 
sebagai kepala daerah hanya dikenai peraturan mundur dari jabatannya di pemerintahan 
tanpa kehilangan statusnya sebagai PNS. Apabila kalah, dia bisa kembali ke instansinya. 
Walaupun telah kehilangan jabatan, status PNS-nya masih dimiliki.  
Penulis beranggapan bahwa, kalangan birokrasi yang memenangi pilkada bisa 
dilihat dari sisi positif dan negatif. Dari sisi positif, bisa menjelaskan belum adanya 
kepercayaan masyarakat pada partai politik. Dalam masalah ini, parpol juga ikut 
bertanggung jawab. Merekalah yang mengusung pasangan calon karena memang parpol-
lah yang boleh mengajukan pasangan calon. Artinya, parpol kita tidak siap dalam hal 
sumber daya manusia sehingga masih bergantung pada SDM yang sudah jadi. Kebetulan 
SDM yang sudah jadi kebanyakan ada di pemerintahan.  
Yang kedua, peran pejabat atau birokrat menjadi mendua (ambigu), antara 
menjadi politikus atau pelayan publik. Birokrasi memiliki hak asasi politik untuk 
mengajukan diri dalam kompetisi politik memperebutkan jabatan puncak di daerah. 
Kedua, mereka mengaku dilamar partai politik atau koalisi partai politik, sehingga 
melihatnya sebagai amanah untuk maju dalam arena pilkada. Ketiga, mereka menempati 
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top managers atau high managers dalam birokrasi pemerintahan, sehinga wajar kalau 
kemudian memutuskan maju dalam pilkada. Keempat, perhitungan rasionalitas bahwa 
dalam waktu dekat mereka akan memasuki masa pensiun. Sehingga tak ada pilihan lain, 
kecuali mesti ikut kompetisi politik dalam pilkada. 
Di sisi lain, birokrat yang menjalankan prinsip netral (netralitas) malah menjadi 
korban dan dimutasi ke tempat-tempat tidak mereka kuasai bidangnya atau tidak sesuai 
latar belakang keilmuan. Birokrasi yang aktif berpolitik dan menjadi tim sukses tentunya 
secara terselubung justru menuai banyak keuntungan pasca jagoan mereka terpilih 
sebagai kepala daerah.  
Wawancara dengan Wakil Bupati Terpilih Tana Toraja 
“….Terkait wacana ada yang dilengserkan, dimutasi, atau diberhentikan, itu 
murni bukan dendam politik, hanya kebijakan pemerintah saja untuk 
menempatkan orang-orang yang kami anggap kapabel dalam bidang masing-
masing” 
Pemaparan Wakil bupati diatas, justru berpendapat bahwa mutasi ini merupakan 
sebuah tindakan penyegaran atau refresh dalam struktur Pemerintah Kabupaten Tana 
Toraja ini diharapkan akan membawa angin segar dan suasana baru demi untuk 
lancarnya program visi dan misi pembangunan, pembinaan dan peningkatan 
kesejahteraan kemasyarakatan, juga menggali para pegawai yang memiliki potensi dan 
mampu berkompetensi untuk diberikan jabatan. Penulis melihat pendapat elit politik ini 
terkait mutasi tersebut adalah upaya untuk membangun citranya sebagai elit politik 
supaya tidak secara terang-terangan melakukan sterilisasi terhadap oknum-oknum yang 
sebelumnya tidak berpihak pada kelompoknya 
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Godaan memang cukup besar dari luar (parpol) untuk menarik aparatur negara 
terjun ke gelanggang politik. Bagi parpol sendiri, PNS dengan jumlah keanggotaan yang 
besar memang sangat berpotensi menyediakan suara bagi parpol. Khususnya Menjelang 
Pemilu banyak parpol yang datang mengajak PNS untuk bergabung walau jauh-jauh hari 
telah dibuat peraturan tentang penegasan PNS netral dalam pemilu. Pada kenyataannya 
aturan main dan pembenaran mengenai netralitas PNS masih diabaikan. Banyak terjadi 
pelanggaran, mulai dari mobilisasi PNS, pejabat/birokrat daerah maupun pusat yang 
turut dalam kampanye, hingga politisasi birokrasi oleh pejabat/birokrat. 
 
C. Kekuatan Kelompok Penekan pada Pemilukada Tana Toraja Tahun 2010 
C.1 Media Massa 
Media massa sudah sejak lama di manfaatkan oleh mereka yang mempunyai ambisi 
politik tertentu, akan tetapi media massa juga mempunyai kemampuan untuk menyeleksi 
mana yang penting dan mana yang tidak untuk diberitakan. Oleh karena itu kehadiran surat 
kabar, televisi dan radio sebagai komponen dari media massa dalam kehidupan politik di 
Indonesia tidak diragukan lagi. Media massa tidak saja di memanfaatkan sebagai saluran 
pendidikan politik sebagai warganya, akan tetapi secara makro turut serta dalam 
mencerdaskan bangsa. 
Dari penelitian-penelitian dan literatur yang ada menunjukkan bahwa media massa 
banyak memberikan kontribusinya dalam proses kehidupan politik sehari-hari. Dan apabila 
hal ini dilihat dari kehidupan politik yang ada, sementara dalam pandangan kedua 
mengatakan bahwa media massa selakyaknya bertindak secara selektif di dalam menyajikan 
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informasinya. Dalam anggapan ini, media massa ada kecenderungan besar tapi dipersempit 
ruang geraknya. Oleh karena itu di dalam makna kedua inilah media massa diharapkan lebih 
berperan sebagai balancer dalam tugas-tugasnya47
Dengan demikian media massa dapat juga dijadikan sebagai lembaga 
pendidikan yang dapat mengubah masyarakat secara teratur dan sistematis. Dalam 
rangka semua itu media massa dapat menjalankan fungsi politik, seperti menyiarkan 
berita-berita politik, melakukan propaganda politik, melakukan kritik dan kontrol 
dengan melayani kepentingan tertentu. Itu sebabnya pers sebagai subjek studi ilmiah, 
dapat dikaji baik sebagai gejala sosial maupun sebagai gejala ekonomi, cultural 
(pendidikan) dan politik melalui berbagai teori dan pendekatan.
  
48
Dari uraian diatas, maka pada dasamya peran media dalam kampanye politik 
merupakan perpaduan dari unsur tersebut, sehingga tingkat efektivitasnya akan 
banyak tergantung dari bagaimana masing-masing komponen tersebut memberikan 
tempat, baik para calon maupun mereka yang harus memberikan suaranya. Medialah 
yang menjembatani tingkat pemahaman ini. Demokrasi baru dapat dikatakan berhasil 
ketika masyarakat terbuka dalam memberikan aspirasi politiknya. Artinya, masyarakat 
harus memiliki informasi yang cukup  dalam menentukan keputusan politiknya dan 
bukan hanya asal pilih. Disinilah media massa berperan, yakni untuk memberikan 
 . 
                                                          
47 (Harsono Suwardi, 1998 :2). Peranan pers dalam politik di Indonesia:suatu studi komunikasi politik 
terhadap liputan berita kampanye Pemilu 1987 Pustaka Sinar Harapan 
48 (Anwar Arifin, 1991:11) komunikasi politik graham ilmu, jakarta 
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informasi kepada masyarakat untuk membantu mereka menentukan pilihannya. Media 
massa bertanggung jawab memberikan informasi tentang para kandidat dari sisi yang 
paling objektif sehingga akan menyehatkan persaingan politik di pemerintahan.Salah 
seorang masyarakat menuturkan: 
"Surat kabar lokal membantu kita untuk memilih siapa kandidat yang layak 
dipilih nantinya dengan melihat pemberitaan mengenai program yang ditawrkan 
untuk pembangunan Tana Toraja ke depanya   ". 49
“ Peran media bisa di katakan penting pada saat pemilukada yang yang lalu, 
selain dengan menggunakan tim sukses, dan relawan pendukung, penggunaan 
  
Dalam kaitan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tana Toraja 2010, peran 
media massa juga begitu strategis. Media massa dan Pilkada adalah dua hal yang tak bisa 
dipisahkan.  
Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Toraja, para elit politik  giat melakukan 
kampanye dengan cara yang bervariasi. Pemasangan spanduk, baliho, poster dan 
sebagainya nampaknya masih menjadi alat kampanye yang paling banyak dilakukan 
oleh para elit politik. Yang paling simpel dan sederhana serta membutuhkan biaya yang 
lebih  adalah  kampanye   para  elit  politik  yang   dilakukan  dengan menggunakan 
media cetak. Cara ini dilakukan sebagian calon kepala daerah pada saat pemilihan. 
Sebagaimana yang dilakukan oleh salah satu mantan kandidat calon wakil bupati di 
pilkada Kabupaten Tana Toraja, Rosina Palloan mengakui keberadaan media sangat 
efektif untuk menjadi sarana melakukan kampanye di Pilkada. 
                                                          
49 Wawancara dengan masyarakat, 17 April 2011. 
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media lokal  efektif digunakan menjadi sarana untuk melakukan kampanye "50
"Media mampu membangun opini mengenai pesan politik dalam 
mensosialisasikan visi dan misi, dari kandidat di Pilkada tana Toraja  secara 
cepat." 
 
Dan diperjelas oleh wawancara dengan salah satu wartwan media cetak local yakni, 
Toraja Pos 
51
Sudah fitrah media massa lewat wartawannya untuk meliput Pilkada. 
Memberitakan tahapan-tahapan Pilkada, meniup peluit peringatan jika ada indikasi 
pelanggaran. Wartawan juga ikut memandu publik untuk menentukan pilihan kandidat 
 
Kampanye politik bukanlah situasi perang tetapi efek dari situasi yang diciptakan 
oleh kampanye politik bisa berubah menjadi perang ketika kampanye politik dijadikan 
sebagai arena untuk membantai lawan politik tanpa etika dan sopan santun politik. 
Kampanye politik merupakan sebuah upaya untuk mempengaruhi pemilih supaya 
menentukan pilihan sesuai dengan tujuan sang kandidat.  
Seperti apa yang dikatakan Nimmo bahwa untuk mempersiapkan kampanye 
politik diperlukan suatu dan yang besar untuk membiayai media. Demikian juga Rivers 
mengutarakan bahwa seorang kandidat dalam suatu Pemilihan Umum haruslah 
senantiasa mempunya hubungan yangbaik dengan media, terutama dengan wartawan. 
. 
                                                          
50  Hasil wawancara dengan kandidat wakil bupati no urut 1 Rosina Palloan 
51  Hasil wawancara dengan wartawan Toraja Pos  
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pasangan calon kepala daerah yang terbaik. Karena fungsi dan perannya yang strategis 
itu pula, disadari atau tidak media massa sering dimanfaatkan para pemangku 
kepentingan (Stakeholder) Pilkada, dengan alasan mensukseskan Pilkada.  
Pengaruh media pun sangat membantu dan dalam banyak faktor menjadi penentu 
dalam merubah kesadaran konstituen dalam perilaku politiknya. Selain memberikan 
informasi seputar isu-isu politik dari kandidat yang bertarung, juga mensosialisasikan 
pribadi dan karakteristik kandidat pada publik. Hal ini penting dalam konteks terjadinya 
pergeseran perilaku memilih, karena selain memberikan informasi tambahan untuk 
menguatkan keyakinan pemilih akan pilihannya (reinforcing), juga dapat menyebabkan 
perubahan preferensi pilihan kepada calon atau kandidat lainnya setelah mendapat 
informasi yang lebih detail dari media 
“ media mampu memberikan gambaran di masyarakat mengenai pesan-pesan 
politik yang disampaikan sehungga masyarakat dengan mudah mengenal figur 
calon, dan kami merumuskanya sebagai salah satu strategi pemenangan ”52
Fakta dan fenomena ini menegaskan anggapan bahwa media merupakan saluran 
strategis untuk membentuk opini publik bagi kelompok kepentingan politik 
dimaksudkan untuk membangun citra bagi elite politik tertentu. Ruang publik menjadi 
terpolusi oleh informasi yang hakikatnya tidak terlalu penting bagi kehidupannya. Publik 
dicekoki dengan doktrin, dan secara emosi dieksploitasi bagi kepentingan terbentuknya 
citra kelompok politik tertentu. 
 
                                                          
52 Hasil wawancara dengan mantan tim pemenangan pasangan  Nico - Kendek Rante 
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Kekuatan media massa sebagai saluran untuk mempengaruhi khalayak, telah 
banyak memberikan andil dalam pembentukan opini publik. Kemampuan 
melipatgandakan pesan-pesan politik di media massa mempunyai dampak terhadap 
berubahnya perilaku pemilih. Maka dari itu, bagi para elite politik yang bertarung 
memperebutkan kursi kekuasaan, akan berusaha memanfaatkan media massa untuk 
tujuan publikasi dan pembentukan citra 
Guna mencapai tujuan-tujuan tersebut, penguasa politik tentu saja menghadapi 
banyak hambatan. Dalam kaitan ini propaganda dapat dilakukan untuk menguasai 
berbagai hambatan tersebut. Dengan alasan ini, maka calon Pilkada tidak ragu 
mengeluarkan dana cukup besar memasang iklan dirinya sebagai kandidat, untuk 
mempengaruhi para calon pemilih. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Theofilus 
Allorerung yang menjabat sebagai Bupati Tana Toraja periode saat ini  
 “Saya menggunakan jasa media untuk menang dengan menyampaikan pesan 
politik yakni visi misi memimpin Tana Toraja kedepan karena koran di Tana 
Toraja diminati masyarakat  terbukti sekitar 15 persen penduduk di Toraja 
membaca Koran”53
Dalam memenangkan pilkada Tana Toraja legislator Golkar yang pernah 
menjabat sebagai Sekertaris Daerah Tana Toraja ini menyampaikan pesannya politiknya 
kepada masyarakat melalui media massa, penulis menganalisa bahwa media khususnya 
surat kabar local dijadikan sebagai media komunikasi langsung dari pasangan 
 
                                                          
53 Hasil wawancara dengan Bupati Tana Toraja Theofillus Allorerung 
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TELADAN kepada masyarakat pemilih. Dalam hal ini surat kabar local dipakai sebagai 
alat promosi untuk memperkenalkan pasangan ini. Contoh, gambar para pasangan calon 
kepala daerah mulai dipampang di Koran. Selain itu juga dimanfaatkan sebagai sarana 
propaganda dan sarana informasi khusus. Dalam hal ini, media massa dimanfaatkan tim 
suksess untuk memberitakan segala aktifitas calon selama masa kampanyeu untuk 
membangun citra positif terhadap pasangan TELADAN.  
 Media massa juga dinilai sebagai sarana sosialisasi politik yang handal. 
Kontestan PILKADASUNG tentu akan melirik media sebagai media kampanye, terlebih 
konstitusi juga mengaturnya. Dalam UU Pemilu No 32 Tahun 2004 sudah diatur 
ketentuan umum penggunaan media. Beberapa diantaranya berisi tentang 
penyosialisasian segala perundangan yang berlaku, pemberian kesempatan yang sama 
kepada peserta PILKADA dalam menyampaikan kampanye, dan bersikap independen 
atau tidak memihak pada salah satu calon.  
“ Dalam pelaksnaan pemilukada Toraja 2010 yang lalu pemberitaan mengenai 
kandidat yang ikut dalam pertarungan pemilukada, kami menginformasikanya 
kepada masyarakat secara berimbang sesuai dengan profesionalitas dalam hal 
ini netral dan tidak memihak pada kandidat manapun”54
Untuk mempengaruhi masyarakat, maka sangat perlu bagi elit politik untuk 
memilih sarana komunikasi yang tepat, sesuai dengan keperluan dan kepada siapa pesan 
politik ingin disampaikan. Untuk masyarakat perkotaan kelas menengah, komunikasi 
 
                                                          
54 Hasil wawancara dengan wartawan Toraja pos 
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politik melalui media massa bisa dikatakan efektif karena pola hidup mereka yang sibuk 
tidak memberi mereka peluang untuk melakukan komunikasi langsung dengan orang 
lain. Sehingga bagi mereka, media massa cetak merupakan sarana baik untuk 
mengetahui setiap pesan politik yang ada. 
Sementara untuk masyarakat pedesaan, apalagi   masyarakat pedalaman yang 
secara literal tidak memiliki tradisi baca, pesan politik hanya bisa disampaikan oleh 
sistem komunikasi tradisional. Dalam konteks ini, komunikasi yang paling efektif adalah 
dengan menggunakan sistem   komunikasi   lokal   yang   sesuai   dengan   budaya   
mereka. Pendekatan-pendekatan interpersonal dengan tokoh-tokoh yang menjadi 
pengatur lalu lintas opini menjadi kunci keberhasilan dalam system komunikasi 
tradisional ini. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah seorang masyarakat: 
"kami yang tidak bisa membaca tidak mungkin mengetahui tentang calon bupati 
kalau hanya melalui koran atau radio kalau mereka tidak datang secara 
langsung untuk memperkenalkan diri. Namun sudah ada beberapa orang yang 
datang kepada kami memperkenalkan orang-orang yang akan mencalonkan diri 
nanti. Mereka yang datang adalah tim sukses"55
Penggunaan  media massa  untuk kepentingan  kampanye  dalam Pemilukada 
Tana Toraja bisa dikatakan   masih   sangat   terbatas.   Hanya   beberapa   kandidat   
yang mengiklankan dirinya internet dan koran lokal di Tana Toraja dengan melihat 
kondisi dan budaya yang ada pada masyarakat di daerah itu. Selebihnya mereka lebih 
memilih untuk mengkampanyekan dirinya melalui kalender, stiker, pin dan spanduk 
  
                                                          
55 Wawancara dengan salah seorang masyarakat, 25Mei 2011. 
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yang biayanya jauh lebih murah dan bertahan lama 
Terkait dengan pemanfaatan komunikasi politik dalam kampanye 
pemenangannya, maka berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka 
penulis menemukan beberapa fakta tentang metode pencitraan pasangan TELADAN 
yang dilakukan oleh tim suksesnya secara khusus di Kabupaten Tana  terkait dengan 
pemanfaatan media komunikasi dalam hal ini efektifitas dari iklan politik, maka penulis 
mendapat informasi bahwa, iklan politik ini sangat efektif dan sangat membantu dalam 
memperoleh simpati dari masyarakat. 
“...Anda dapat melihat berbagai iklan, baliho, poster yang kesemuanya 
menampilkan sosok Thefilus AlloRerung bersama pasangannya Adelheid Sosang 
dan slogan TELADAN. Hal ini menjadi pendorong kepada masyarakat untuk 
terus mendukung pasangan TELADAN ini. Disamping itu kami juga 
menggandeng surat kabar local untuk meninglankan pasangan ini tentang 
program-program kerja beliau.”56
“… kami tidak hanya memberikan pemberitaan menganai pasangan TELADAN 
melulu, kami juga menulis pemberitaan mengenai visi dan misi kandidat yang 
lain hanya saja letak perbedaanya ada dalam jumlah halaman” 
  
Berdasarkan wawancara tersebut penulis dapat menganalisis bahwa Partai 
Golkar bersama tim sukses telah mampu membaca sikap politik dari masyarakat 
mengenai sosok Theofilus bersama pasangannya.  
 
Seperti halnya juga yang diungkapakan salah seorang wartawan dari surat 
kabar local Tana Toraja (Kareba) : 
                                                          
56 Hasil wawancara dengan salah satu mantan im sukses pasangan TELADAN 
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Penulis melihat bahwa,  dari sisi fungsi, pers idealnya adalah media komunikasi 
massa yang menjadi penyalur suara rakyat, penyampai pesan dari dan ke publik, dan 
menyampaikan informasi yang berguna bagi publik. Akan tetapi fakta yang terjadi di 
Pemilukada Toraja salah satu media cetak difungiskan menjadi corong penyuara 
kelompok kepentingan tertetu. kehilangan daya kritis di hadapan kekuasaan maupun 
pemodal. fenomena ini menegaskan anggapan bahwa pers merupakan saluran strategis 
untuk membentuk opini publik bagi kelompok kepentingan politik tertentu.dimaksudkan 
untuk membangun citra bagi elite politik tertentu. Peran pers dipertanyakan, sebagai 
wahana penyampaian informasi bagi kepentingan publik, atau dijadikan alat kepentingan 
kelompok tertentu,  
Akhirnya bila dilihat dari potensi media, maka media massa sebagai saluran di 
dalam mentransfer informasi politik ternyata posisinya semakin bertambah menunjukkan 
bahwa media mampu berbuat banyak dalam membantu pembangunan, termasuk 
pembangunan politik. untuk mempersiapkan kampanye politik diperlukan suatu dana 
yang besar untuk membiayai media. 
Semua berlomba-lomba mengklaim diri sebagai the master yang bisa menyulap 
kemiskinan rakyat menjadi kesejahteraan. Tak cukup dituturkan dengan mulut, janji-janji 
itu pun disampaikan melalui berbagai media komunikasi, seperti iklan di media cetak, 
surat kabar, baliho, selebaran, poster, stiker, dan sebagainya. 
Materi iklan-iklan ini dirancang sebagai komunikasi persuasif yang dapat 
menarik simpati khalayak (konstituen) melalui penggunaan elemen-elemen grafis yang 
  
 98 
enak dipandang mata. Seperti foto diri yang menampakan senyum atau tampak 
berwibawah dengan sorotan mata tajam.Wajah yang kasar dan sangar sudah menjadi 
tampak lembut dan hangat sehingga membangkitkan citra atau persepsi sebagai 
pemimpin yang berwibawah tetapi tetap ramah kepada masyarakat. 
Obral janji memang merupakan bagian dari kampanye politik, bertujuan 
menambah akumulasi perolehan suara. Karena itu, janji-janji politik ini dikemas 
sedemikian rupa sehingga khalayak (konstituen) nyaris atau bahkan tidak menyadari 
sama sekali bahwa kesemuanya itu adalah sesuatu yang didesain untuk tujuan jangka 
pendek meraih dukungan suara. Soal apakah nanti kalau terpilih janji-janji itu 
direalisasikan, itu adalah urusan moralitas yang tidak  memiliki sanksi tegas. 
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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Adanya kekuatan politik lokal yang berpengaruh dan terlibat dalam pemilihan Kepala 
daerah di kabupaten Tana Toraja temyata mengambil peranan dan pengaruh yang sangat 
penting dalam Dalam proses pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten Tana Toraja , 
para kandidat 5 pasangan calon didukung oleh kekuatan-kekuatan politik tingkat lokal. 
Kekuatan politik itu terbagi atas : Partai Politik, Media local, Tokoh Masyarakat dan 
Birokrasi (PNS). 
2. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Tana Toraja Tahun 2010, konstalasi kekuatan partai 
politik lebih mengarah pada tiga pasangan. Partai Golkar yang meraih suara pemilu legislatif 
2009 berkisar 43,28 persen, telah menetapkan Theofilus dan Adelheid Sosang. 
Sementara, koalisi banyak partai dimana salah satu partai besar d dalamnya  PDIP  lebih 
memilih pasangan Nico Biringkanae dengan Kendek Rante. Sedang Koalisi, Partai 
Demokrat dan Republikan menjagokan Victor Batara berpasangan dengan Rosina 
Palloan. 
3. Adanya tokoh masyarakat dalam suatu kelompok masyarakat adalah karena 
seorang individu yang di percaya mampu menjadi pemimpin dan membimbing 
komunitas masyarakatnya untuk kehidupan yang terjadi harmonisasi, aman dan 
makmur. Peranan kaum adat atau pemimpun agama sangat penting dalam pengambil 
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keputusan dalam hal kebijakan. Adanya individu yang dipilih sebagai wakil aspirasi 
dari masyarakatnya, dimana mereka adalah orang-orang yang berpengaruh sehingga 
keberadaan mereka dibutuhkan dalam Pemilukada untuk memberikan sumbangsih 
suara bagi pasangan kandidat yang merupakan salah satu strategi yang digunakan 
oleh tim sukses dalam Pemilukada Tana Toraja 2010. 
4. Media Massa sebagai fungsi komunikasi informasi dapat memberi pengaruh yang 
sangat besar terutama dalam kampaye yang mencoba menawarkan berbagai program 
yang dituangkan dalam visi dan misi bagi candidat serta berbagai fungsi yang dapat 
digunakan. Pada sisi lain media menjadi kelompok penekanan pada setiap kandidat 
sebagai bentuk perang urat syaraf dalam merebut massa khususnya pada pemilukada 
Tana Toraja 2010.  
5. Netralitas PNS pada Pemiluka merupakan salah satu kunci sukses birokrasi 
pemerintahan dalam mengemban fungsi utamanya sebagai pelayan publik, pelaksana 
pembangunan dan perlindungan masyarakat, isu netral tidaknya birokrasi dalam 
pemiukada menjadi sangat penting, Proses dan mekanisme pemilukada yang 
demokratis akan terkendala bila birokrasi tidak netral. keberpihakan birokrasi dalam 
pemilukada Tana Toraja dengan cara mendukung calon tertentu dan memberikan 
fasilitasnya untuk memuluskan kemenangan calon tertentu itu, akan berpengaruh 
negatif dan menghasilkan pilkada yang tidak fair. Dampak negatifnya tidak hanya 
mengendala proses pembelajaran politik bagi masyarakat Tana Toraja sendiri, tetapi 
yang tak kalah pentingnya juga adalah terhadap birokrasi itu sendiri: berupa birokrasi 
yang tidak profesional dan berpihak pada kepentingan politik. 
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B. Saran 
1. Pemilukada Tana Toraja mesti dilihat dalam konteks yang lebih luas. Para kandidat dan 
tim sukses bukan saja menyusun kalkulasi politik yang strategik, antara lain mengawinkan 
beberapa kekuatan politik pendukungnya antara lain kekuatan partai, tokoh masyarakat, 
media massa, dan birokrasi demi merebut kekuasaan yang lima tahun ke depan, tetapi 
pilkada harus menjadi babak baru tersemainya demokrasi lokal di Tana Toraja . Di sisi lain 
warga agar tidak terkecoh memilih pemimpin yang bersih, berhati nurani, populis, 
dan menjadi perekat masyarakat. 
2. Nilai-nilai budaya yang normatif dan religius yang tercermin dalam sejumlah  
kearifan lokal masyarakat  Tana Toraja  sudah  saatnya  menjadipegangan semua 
elemen. Terutama Partai politik yang memegang peranan penting dalam pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati Tana Toraja selayaknya memahami dan mampu mengekspresikan secara 
politik kearifan lokal tersebut. Bila kearifan lokal dapat diinternafisasikan dengan baik 
maka pemilulkada akan berlangsung jujur, damai, dan tanpa kekerasan. 
3. Salah satu saran paling penting dalam hal ini adalah agar kepala daerah/wakil 
kepala daerah tidak tergesa-gesa mengganti pejabat-pejabat yang ada di dalam 
lingkungan kekuasaannya. Keuntungan yang diperoleh cara ini antara lain adanya 
image publik bahwa pemimpin terpilih tidak mendasarkan diri pada aspek dendam 
dalam mengelola pemerintahan.mKepala daerah/wakil kepala daerah terpilih juga 
memiliki cukup waktu untuk melakukan proses perenungan dan mempertimbangkan 
berbagai hal mengenai apa, siapa, dan bagaimana seorang pejabat di bawahnya mesti 
diganti. Proses ini juga memungkinkan kepala daerah/wakil kepala daerah mendapat 
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masukan dari berbagai pihak, sekaligus menguji secara langsung kapasitas pejabat 
publik yang hendak dipromosikan. Dengan demikian, aspek kepemimpinan yang 
berlandaskan profesionalisme, kedewasaan (maturity) dan kesungguhan merupakan 
salah satu modal dasar yang harus dimiliki setiap kepala daerah serta wakil kepala 
daerah 
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